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ABSTRAK 

 

 Sutra, Kontestasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa 

Di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai 

(Analisis Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Tata Negara. 

Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas 

Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan 

Sinjai, 2023. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Proses 

Pemilihan Kepala Desa dalam Meraih Suara Terbanyak di Desa 

Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai  Tahun 

2022. (2) Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Terhadap 

Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe dalam 

Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara. Penelitian ini 

termasuk dalam penelitian fenomenologi dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. 

 Jenis penelitian ini adalah field research dengan 

pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Badan 

Permusyawaratan Desa, Tim Sukses dan Masyarakat Desa 

Tellulimpoe. Objek dalam penelitian ini adalah Kontestasi 

Politik dalam Pemilihan Kepala Desa. adapun teknik 

pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan teknik 

pengumpulan data, reduksi data, penyanjian data dan penarikan 

kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Proses calon 

kepala desa dalam meraih suara terbanyak  membuat terjadinya 

kontestasi politik yang diwarnai dengan proses Pemilihan 

Kepala Desa Tellulimpoe  yaitu adanya beberapa pelanggaran 

atau penyimpangan yang kurang disadari terutama oleh 

masyarakat tersebut diantaranya yaitu politik uang yang sudah 

menjadi budaya masyarakat desa tersebut. (2) Dalam perspektif 
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fiqh siyasah proses pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe 

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sudah termasuk ke 

dalam unsur-unsur suap (Risywah) yaitu: (a) Pemberi suap (b) 

Penerima suap (c) suapan (harta, uang atau jasa). Di Desa 

Tellulimpoe, para calon Kepala Desa termasuk ke dalam 

“Pemberi suap”, para calon pemilih termasuk “Penerima suap” 

dan uang atau barang yang diberikan calon Kepala Desa kepada 

calon pemilih termasuk ke dalam “Suapan”. Sedangkan dalam 

perspektif Hukum tata negara Proses Pemilihan Kepala Desa 

Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sudah 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno unsur 

tindak pidana yaitu: (a) Perbuatan (b) Yang dilarang (oleh 

aturan hukum) (c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar 

hukum). Adanya pemberian uang, barang dan fasilitas umum 

yang dipaparkan pada bab III termasuk ke dalam unsur 

“Perbuatan”. Pemberian uang, barang dan fasilitas umum calon 

Kepala Desa Tellulimpoe kepada calon pemilihnya termasuk ke 

dalam unsur “Yang dilarang oleh aturan hukum”. Dan 

melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang 

mengatur tentang Pilkada pasal 187 ayat 1 dan 2. 

 

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Fiqh Siyasah, Hukum 

Tatanegara 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kontestasi politik pada tingkat Desa atau yang 

disebut PILKADES (Pemilihan Kepala Desa) tidak kalah 

meriah bila dibandingkan dengan kontestasi politik daerah 

dan pusat. Hal ini bisa dibuktikan dengan hingar bingar 

keikutsertaan masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa. 

Tentu hal ini tidak semata-mata karena pilihan Kepala 

Desa merupakan salah satu kewajiban yang diemban oleh 

warga negara untuk memilih pimpinannya tingkat Desa 

dan juga Kepala Desa. Pilihan Kepala Desa akan 

melahirkan kaum elit yang akan mengurusi masalah-

masalah pemerintahan pada tingkat Desa (Fabiana Meijon 

Fadul, 2019). 

Pemilihan Kepala Desa adalah pemimpin yang 

terpilih dan ditetapkan oleh BPD (Badan Permusyawaratan 

Daerah) dan di sahkan oleh Bupati. Secara demokrasi dan 

secara tradisional Kepala Desa dipilih oleh warga yang 

mana ia adalah seorang wakil perpanjang tangan dari 

masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotifasi 

warganya dalam proses pembangunan di Desa, sehingga 

peran kepemimpinan Kepala Desa sangatlah berpengaruh 
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terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak 

berkembangnya suatu pembangunan di Desa (Lestari, 

2021). 

Pemerintah Desa merupakan struktur yang berada 

dipaling bawah dalam sistem Pemerintahan Nasional. 

Pemerintah Desa mempunyai kedekatan dengan 

masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan 

dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hal ini 

menunjukan bahwa jika pemerintahan Desa berfungsi 

dengan baik, maka akan sangat terasa berpengaruh yang 

signifikan terhadap perkembangan berbagai bidang dalam 

masyarakat (fikhri Fahriza, 2021). 

Aktifitas pemilihan Kepala Desa yaitu suatu 

aktivitas pemilihan politik yang menunjukkan bagaimana 

proses demokrasi terjadi di Desa. Partai politik juga 

menjadi sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara 

masyarakat (Jumadi, 2015). Menurut Andrew Heywood 

(2015) “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang 

bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan 

mengamandemen peraturan-peraturan umum yang 

mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas 

dari gejala konflik dan kerja sama”.  
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Dalam penelitian Sadu Wasistiono (1993) Pemilihan 

Kepala Desa tidak dapat dilepaskan dari perkembangan 

dinamika politik yang terjadi di Desa. Pemilihan Kepala 

Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai 

turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi 

dalam setiap putaran pemilihan Kepala Desa. Pilkades 

(Pemilihan Kepala Desa) semata untuk perebutan kekuasaan 

atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat 

dukungan dari masyarakat. 

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah buah 

pergulatan politik yang panjang, sekaligus suatu pergulatan 

pemikiran untuk menjadikan Desa sebagai basis 

pembangunan kualitas kehidupan. Kelahiran Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kristalisasi dari 

kehendak politik di parlemen yang hendak menghadapi 

pemilu Legislatif dan pemilu Presiden 2014. Undang-

Undang Desa yang lahir di tahun politik, sangat mungkin 

menjadi komoditas politik, karena melalui Undang-Undang 

Desa partai-partai politik ingin meraup suara pemilih 

dipedesaan, sehingga  tuntutan masyarakat dan aparatur 

Desa dapat terokomodir di dalamnya. Proses politik juga 
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sangat bergantung pada dukungan masyarakat yang tidak 

hanya bersifat relasi temporal tetapi bersifat loyalis (Lestari, 

2021). 

Peraturan Undag-Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang  pemerintahan Desa, masih dijadikan sebagai 

landasan hukum dalam pemerintahan Desa dan belum 

adanya perubahan peraturan terhadap Undang-Undang Desa 

yang baru. Pembentukan Peraturan Daerah melibatkan peran 

serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya 

dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan 

sehingga menghasilkan Peraturan Daerah yang baik, 

bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, menciptakan 

kehidupan yang lebih teratur (taat hukum) dan sesuai dengan 

tujuan dan asas-asas pembentukan Peraturan Daerah 

(Ni‟matul Huda, 2015). 

Desa sebenarnya memiliki dua hal yang menjadi 

fokus penelitian dalam hal demokrasi tradisional Desa yaitu 

musyawarah dan gotong royong. Kedua hal ini sangatlah 

penting dalam melaksanakan demokrasi di suatu Desa agar 

tidak terjadi perselisihan antar masyarakat. Selain itu 

sebagian besar masyarakat juga mematuhi hukum adat yang 

berlaku di desanya. Hukum adat adalah aturan-aturan yang 
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tidak tertulis, akan tetapi diakui berlaku hidup dan 

berkembang dalam masyarakat, di hormati dan dijunjung 

tinggi oleh masyarakatnya dan apabila dilanggar, maka akan 

berakibat pada sanksi (Lestari, 2021). 

Namun Pilkades seringkali diwarnai berbagai 

pelanggaran. Salah satu pelanggaran dalam pemilu yang 

marak terjadi adalah politik uang atau kerap disebut sebagai 

beli suara atau korupsi politik. Hal ini melalui para 

pendukungnya yang diberikan kepada setiap orang yang 

memiliki hak suara. Masyarakat dalam hal ini tidak melihat 

Calon Kepala Desa tersebut berdasarkan kepribadiannya. 

Masyarakat lebih memilih Calon Kepala Desa yang dapat 

memberikan uang.  Hal tersebut menunjukkan dinamika 

politik yang terjadi di Desa. Di mana hak suara masyarakat 

dapat dipengaruhi dan dibeli (Amilia et al., 2022). 

Desa Tellulimpoe  merupakan salah satu Desa di 

Kabupaten Sinjai. Desa Tellulimpoe merupakan salah 

satu proses pilkades dengan tingkat dinamika yang 

relatif dinamis. Kedinamisan tersebut salah satunya 

dapat dilihat dari munculnya isu praktik politik uang 

disetiap pilkades. Meski tidak dapat dibuktikan secara 

hukum, namun berdasarkan observasi awal peneliti 
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mengenai kontestasi politik dalam pemilihan kepala 

desa Tellulimpoe terjadi pelanggaran dalam 

penyelenggaraan pilkades Tellulimpoe. Dalam hal ini 

Adanya ayat Al-Qur`an dan Hadits yang menjelaskan 

bahayanya politik uang Namun dalam kenyataannya, 

manusia masih tidak sadar akan bahaya tersebut. 

Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa 

Tellulimpoe, terhadap informan masyarakat yang 

berada di desa tersebut. Peneliti mendengar beberapa 

warga memperoleh uang dari beberapa calon kepala 

desa dengan tujuan para calon kepala desa bisa 

memperoleh posisi kepala desa tersebut. Diantaranya 

yang menerima yaitu pemuda, ibu rumah tangga, dan 

masyarakat lainnya. Peneliti juga mencoba bertanya 

salah satu masyarakat terkait politik uang, akan tetapi 

mereka banyak yang kurang mengerti dan beranggapan 

sepele. Keadaan ini membuat rasa ketertarikan peneliti 

untuk mendalami fenomena apa yang terjadi terkait 

“Kontestasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa 

Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Dalam Perspektif 

Fiqh Siyasah Dan Hukum Tata Negara”.  
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah maka yang 

menjadi fokus permasalahan yaitu Kontestasi Politik 

Pemilihan Kepala Desa di Desa Tellulimpoe, 

Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dengan 

menganalisis Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Tata 

Negara. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, 

maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Proses Pemilihan Kepala Desa dalam 

Meraih Suara Terbanyak di Desa Tellulimpoe, 

Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Tahun 

2022? 

2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Politik 

uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe 

dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Tata 

Negara? 
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D. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan untuk mendapatkan 

jawaban terhadap permasalahan yang terjadi. Adapun 

tujuan dari penulisan ini yaitu: 

1. Untuk Mengetahui Proses Pemilihan Kepala Desa 

dalam Meraih Suara Terbanyak di Desa 

Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten 

Sinjai  Tahun 2022. 

2. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Terhadap 

Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa 

Tellulimpoe dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan 

Hukum Tata Negara. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan salah satu hal 

yang sangat diperlukan dan tidak dapat dihilangkan 

dalam suatu aktivitas penelitian. Suatu  penelitian  

dinantikan  dapat memperoleh  manfaat bagi  penulis 

sendiri ataupun pihak yang lain. Adapun manfaat yang 

akan diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Di dalam penelitian ini yang menjadi 

manfaat teoritis yaitu dapat menambah wawasan 
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dalam bidang ilmu hukum khususnya Mahasiswa 

Hukum dan Masyarakat dalam memahami 

Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di 

Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, 

Kabupaten Sinjai.  

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk melengkapi persyaratan penyusunan 

skripsi.  

b. Untuk melengkapi persyaratan penyelesaian 

studi pada prodi Hukum Pidana Islam (HPI) dan 

memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di IAI 

Muhammadiyah Sinjai.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Pustaka 

1. Kontestasi 

Kata Kontestasi berasal dari kata bahasa Inggris 

(Contestation). Dalam kamus Merriam-Websters, 

contestation berarti controversy (debate). Sedangkan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kata 

Kontestasi diartikan suatu Perdebatan, persaingan, 

perebutan, kontes, dan kompetisi. Maka jika dikaitkan 

dengan penelitian ini, Kontestasi adalah sebagai suatu 

pertarungan atau persaingan antar aktor baik individu 

maupun kelompok, dimana terjadi adu kekuatan atau 

keunggulan dalam sebuah pemilihan Kepala Desa 

(Lestari, 2021). 

Menurut teori Kontestasi yang dirumuskan  oleh 

Wiener, Kontestasi adalah pembicaraan tentang 

pertarungan (legality) dan legitimasi (legitimacy) yang 

berdasarkan atas norma (norms) yang mengandung 

prinsip, ajaran dan regulasi yang selanjutnya menjadi 

standar perilaku yang mengarahkan semua elemen yang 

terlibat didalamnya berfungsi menjadi perekat dalam 

sebuah institusi. Proses Kontestasi memiliki peran yang 
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diharapkan ada dan terjadi dalam sebuah aktivitas, yang 

prosesnya pasti terjadi interaksi secara implisit melalui 

serangkaian persaingan, perdebatan bahkan penolakan 

(Dr. M. Zainul Hasani Syarif, 2021). 

Kontestasi terjadi dilatar belakangi adanya tata 

cara yang mengatur tentang recruitment secara terbuka 

oleh masyarakat setempat dalam memperebutkan 

Kepala Desa adalam proses pemilihan secara langsung 

oleh masyarakat terhadap kandidat calon yang 

didukungnya. Dengan seiringnya ilmu pengetahuan dan 

berkembangnya sistem demokrasi untuk mendapatkan 

simpatik dan suara rakyat, para kandidat diberi 

mekanisme atau tahapan dalam pencalonan untuk 

mengikuti pemilihan Kepala Desa dengan melalui dari 

tahapan verifikasi hingga pelantikan sebagai Kepala 

Desa terpilih. Dan harapan msyarakat kedepannya agar 

kandidat yang terpilih mampu membawa perubahan 

positif dalam pembangunan di Desa. 

2. Politik  

Menurut Andrew Heywood, Politik adalah 

kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, 

mempertahankan, dan mengamandemen Peraturan-
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peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang 

berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja 

sama (Konten Dari Pengguna, 2021). 

Menurut Miriam Budiardjo (2008) bahwa politik 

merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem 

politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari 

sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujan tersebut (Prof. 

Miriam Budiarjo, 2008). Politik juga dapat diartikan 

sebagai suatu hal yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan dan Negara, serta 

merupakan suatu kegiatan yang diarahkan untuk 

mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di 

masyarakat guna untuk mewujudkan kebaikan  bersama. 

a. Tujuan Politik  

1) Adanya suatu politik memiliki tujuan agar 

kekuasaan yang ada di masyarakat maupuun 

pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan 

sesuai dengan norma hukum.  

2) Dapat membantu terselenggaranya kekuasaan 

pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

3) Mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.  



13 
 

 

 

4) Melindungi hak-hak semua warga Negara 

Indonesia dan menjamin terlaksananya 

kewajibn-kewajiban warga negara. 

5) Menjaga keamanan dan perdamaian negara.  

6) Menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk 

kemajuan bangsa  

b. Macam-macam system politik 

1) Sistem Absolutisme yaitu sistem politik yang 

dimana tidak ada batasan hukum, kebiasaan atau 

moral kekuasaan pemerintah. 

2) Sistem Anarkisme yaitu sistem politik yang 

bertentangan dengan semua bentuk 

pemerintahan.  

3) Sistem Koalisi yaitu kombinasi sementara 

kelompok atau individu yang dibentuk untuk 

mencapai tujuan tertentu melalui tindakan 

bersama.  

4) Sistem Komunisme yaitu sistem yang 

menciptakan masyarakat tanpa kelas yang kaya 

dan bebas, dimana semua orang menikmati 

status sosial dan ekonomi.  
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5) Sistem Demokrasi yaitu sistem politik dimana 

rakyat suatu negara memerintah apapun yang 

mereka pilih.  

6) Sistem Monarki yaitu sistem dimana seseorang 

memilih hak keturunan untuk memimpin 

sebagai kepala Negara seumur hidupnya.  

7) Sistem Republik yaitu sistem politik yang 

didasarkan pada konsep bahwa kedaulatan 

berada di tangan rakyat, yang mendelegasikan 

kekuasaan untuk memimpin atas nama rakyat, 

untuk memiliki perwakilan dan pejabat negara. 

c. Perilaku Politik  

Perilaku politik adalah suatu prilaku yang 

dilakukan oleh seorang individu atau kelompok 

guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai 

insan politik. Seorang individu/kelompok 

diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan 

kewajibannya guna melakukan prilaku politik. 

Adapun yang dimaksud dengan prilaku politik yaitu:  

1) Melakukan pemilihan untuk memilih wakil 

rakyat atau pemimpin. 
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2) Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang 

mengikuti suatu Partai Politik (PARPOL), 

mengikuti organisasi masyarakat atau lembaga 

swadaya masyarakat (ORMAS). 

3) Ikut serta dalam pesta politik.  

4) Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku 

politik yang berotoritas.  

5) Berhak untuk menjadi pimpinan politik.  

6) Berkewajiban untuk melakukan hak dan 

kewajibannya sebagai insan politik guna 

melakukan prilaku politik yang telah disusun 

secara baik oleh undangundang dasar dan 

perundangan hukum yang berlaku (Hendrik, 

2021). 

3. Pemilihan Kepala Desa 

Kepala Desa merupakan seseorang yang 

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 

mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai 

Pemimpin yang dekat dengan Masyarakat. Pemilihan 

Kepala Desa merupakan pesta demokrasi. Dimana 

masyarakat Desa dapat berpartisipasi dengan 

memberikan suara untuk memilih Calon Kepala Desa 
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yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan 

Desa tersebut. Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Desa 

sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara 

Pemerintahan Desa (Etik Takririah, 2016). 

Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan 

pemerintah di tingkat Desa dalam melaksanakan tugas 

dan kewajibanya, mempunyai kewajiban untuk 

mempertanggung jawabkan kepada rakyat melalui 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 

menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya 

kepada Bupati. Sedangkan Badan Permusyawaratan 

Desa mempunyai tugas untuk menetapkan Kepala Desa 

dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh Masyarakat 

Desa, serta sekaligus berhak untuk mengajukan usulan 

kepada Bupati agar Kepala Desa diberhentikan. 

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dan Kepala Desa yang lainnya adalah berkaitan 

dengan penetapan Peraturan Desa dimana Peraturan 

Desa hanya sah secara hukum jika Peraturan Desa 

tersebut telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD). Jika salah satu dari Badan 

Permusyawaratan Desa atau Kepala Desa tidak terlibat 
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dalam penetapan Peraturan Desa maka peraturan 

tersebut tidak sah secara hukum. 

Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa juga termasuk 

penetapan anggaran pendapatan dan  belanja desa setiap 

tahunnya. Oleh karena itu, landasan pemikiran dalam 

undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai 

peraturan Pemerintah Desa adalah keanekaragamaan, 

parsitipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat (Sirajuddin, 2011). 

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang 

bertugas dan berkewajiban terhadap seluruh kegiatan 

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa. Adapun tugas 

dan kewajiban Kepala Desa antara lain: 

a. Memimpin penyelanggaraan Pemerintahan Desa   

b. Membina kehidupan Masyarakat Desa   

c. Membina perekonomian Desa  

d. Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat 

Desa   

e. Mendamaikan perselisihan Masyarakat Desa   

f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan 

dan dapat menunjuk kuasa hukum.  
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Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa 

diantaranya: 

a. Persiapan 

b. Pencalonan 

c. Pemungutan suara 

d. penetapan 

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 31 

menentukan, bahwa Pemilihan Kepala Desa 

dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah 

kabupaten/kota. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  

menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa secara serentak dengan peraturan daerah 

Kabupaten/Kota. Kemudian didalam Pasal 40 PP No.43 

Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No.6 

Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Pemilihan 

Kepala Desa  secara serentak  dapat dilaksanakan 

bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka 

waktu 6 (enam) tahun (Ni‟matul Huda, 2015). 
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4. Fiqh Siyasah  

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. 

Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang 

mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir 

Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berati 

mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Fiqh 

merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata 

fiqha-yafaqhu-fiqhan yang berarti pemahaman yang 

mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan 

ucapan dan atau tindakan tertentu (Amir Syarifuddin, 

2003). 

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-

ulama syara‟ (hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan 

tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara‟ 

mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-

dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau 

hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya 

yaitu al-Quran dan Sunnah). Jadi fiqh menurut istilah 

adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang 

bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh 

mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. 
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Fiqh Siyasah adalah bagian dari pemahaman 

ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan 

dengan permasalahan kenegaraan. Maka dari itu fiqh 

siyasah menjabarkan tentang bagaimana system 

ketatanegaraan secara islam. Secara etimologi maupun 

terminologi konsep fiqh siyasah yang berasal dari kata 

sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintahan atau 

pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.  

Menurut Suyuthi Pulungan, mengemukakan 

definisi siyasah yaitu mengatur atau memimpin sesuatu 

dengan cara membawa kepada kemaaslahatan manusia 

dengan membimbing mereka ke jalan yang 

menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan 

untuk  mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, 

yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta 

kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar 

keadilan dan istikamah (Suyuti Pulungan, 2002). 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa pada prinsipnya definisi-definisi 

tersebut mengandung persamaan, yaitu siyasah berkaitan 

dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup 

bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing 
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mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari 

kemudaratan. Sementar fiqh siyasah merupakan salah satu 

aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan 

pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 

mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 

Dalam pemilihan kepala desa, politik uang sama 

dengan suap menyuap atau risywah. Sedangkan mengenai 

perbuatan suap menyuap ini, larangannya telah 

diturunkan sejak awal kenabian Muhammad Saw. 

Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan 

perbuatan suap menyuap itu sendiri diturunkan Allah Swt. 

bersamaan dengan larangan melakukan praktik 

penyembahan terhadap berhala, lebih dahulu dari pada 

perintah melaksanakan salat lima waktu. Hal ini 

menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan 

yang harus dijauhi karena dapat menyebabkan 

ketidakadilan, dan mewujudkan suasana ketidakpantasan. 

Maka dapatlah dikatakan bahwa hukum mengonsumsi 

dan menggunakan hasil politik uang yang diqiyaskan 

dengan suap menyuap ini terdapat sejumlah landasan 

dasarnya dalam Alquran yaitu (Zen, n.d.): 
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1. Allah Swt. berfirman dalam Alquran Q.s. Al-Mudatsir 

(74) : 1-7 yang berbunyi: 

ث ِّرُ﴾﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾﴿وَ ربََّكَ فَكَب ِّرْ﴾﴿وَ ثيِابَكَ  ﴿يا أيَ ُّهَا الْمُدَّ

رْ﴾﴿وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾﴿وَلا تََنُْنْ تَسْتَكْثِرُ﴾﴿وَ لِرَبِّكَ  فَطَهِّ

﴾  فَاصْبِْ

Terjemahnya: 

“Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan 

sampaikan peringatan kepada umat, agungkan 

Tuhanmu dan bersihkan pakai an mu, tinggalkan 

perilaku sesat (penyembahan terhadap berhala), dan 

janganlah kamu memberi karena  

mengharapkan imbalan yang lebih banyak serta 

bersabarlah dalam memperjuangkan ajaran Tuhanmu” 

(Kementrian Agama RI, 2019). 

 

2. Al-Qur‟an QS. Al Baqarah (2) : 188 yang berbunyi: 

نَكُم باِلْبَاطِ  امِ لتَِأْكُلُوْا  لِ وَ تدُْلُوْا بِِاَ إِلَ وَلَا تَأْكُلُوْا أمَْوَالَكُم بَ ي ْ الُْْكَّ

ثِْْ وَ أنَْ تُمْ تَ عْلَمُوْنَ  نْ أمَْوَالِ النَّاسِ باِلِْْ  فَريِْ قًا مِّ

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain di 

antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) 

kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim 

(sebagai uang suap) supaya kamu dapat memakan 
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sebagian harta benda orang lain dengan (jalan 

berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” 

(Kementrian Agama RI, 2019). 

 

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2): 188 

ini melarang manusia untuk memakan harta 

sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh 

harta dari umat manusia yang lain dengan cara 

melawan hukum Allah, dan men coba menyiasati 

melalui upayaupaya tertentu seperti halnya praktik 

suap-menyuap, padahal manusia itu mengetahui 

bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan.    

Imam al-Qurthubi mengatakan bahwa Makna 

ayat ini yaitu barang siapa yang mengambil harta 

orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat 

maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara 

yang batil. Di antara bentuk memakan dengan cara 

yang batil adalah putusan seorang hakim yang 

memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa 

kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidaklah 

berubah menjadi halal dengan putusan hakim 

(AlQurtubiy, 2005). 
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3. Alquran Q.s. al-Nisa (4) : 29-30 yang berbunyi: 

نَكُمْ باِلْباطِلِ إِلاَّ أنَْ تَكُونَ تِِارةًَ عَنْ  يا أيَ ُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تأَْكُلُوا أمَْوالَكُمْ بَ ي ْ

ا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ الَله كانَ بِكُمْ رَحيماً ترَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَ قْتُ لُو  وَ مَنْ يَ فْعَلْ ذلِكَ 

عُدْواناً وَ ظلُْماً فَسَوْفَ نُصْليهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى الِله يَسيراً  إِنْ تَِْتَنِبُوا كَبائرَِ 

هَوْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ ندُْخِلْكُمْ مُدْخَلً  كَريماً   ما تُ ن ْ   

Terjemahnya: 

“(29) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu. (30) Dan barang siapa 

berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, 

maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam 

neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. 

(31) Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara 

dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, 

niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-

dosamu) yang kecil dan Kami masukkan kamu ke 

tempat yang mulia (surga)” (Kementrian Agama RI, 

2019). 

 

Surah An-Nisa ayat 29 menyampaikan larang 

memakan harta sesama secara batil, juga sekaligus 

menunjukkan jalan keluar perilaku alternatif dalam 
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melakukan hukum perjanjian maupun perikatan yang 

dibenarkan mengenai harta sesama.  

Surat An-Nisa ayat 30 memastikan ancaman 

bagi orang yang tetap memakan hasil suap-menyuap 

setelah mengetahui Allah melarang untuk 

memakannya, yaitu kelak akan dimasukkan ke dalam 

neraka, karena mereka dinilai telah berbuat dzalim 

menentang larangan-Nya.  

  Surat an-Nisa ayat 31 yang memberikan 

harapan surga bagi mereka yang menghindari dosa 

besar, yaitu Allah akan menghentikan keburukan-

keburukan dalam hidupnya dan akan memasukannya 

kelak ke dalam sorga-Nya yang terpuji dan mulia. 

Keempat ayat dari firman Allah tersebut, QS. 

al-Baqarah (2): 188 melarang memakan, 

menggunakan dan memakai hasil suap, Q.s. al-Nisa 

(4): 29 di samping melarang juga menunjukkan jalan 

keluar dari praktik suap dan politik uang, Qs. al-Nisa 

(4): 30 menyampaikan ancaman neraka terhadap siapa 

saja yang membangkang terhadap laranganNya 

dengan tetap memakan, memakai dan meng gunakan 

hasil suap dan money politics, Qs. al-Nisa (4): 31 
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menjanjikan ganjaran sorga bagi mereka yang 

menghindarinya. Mengindikasikan bahwa penetapan 

hukum mengenai memakan, memakai dan 

menggunakan hasil suap tampak berproses secara 

tertib dan bertahap serta saling menguatkan. Pertama, 

memberikan larangan. Kedua, mempertegas larangan 

sekaligus menunjukkan jalan keluar yang tidak saling 

mengecewakan. Ketiga, menyampaikan ancaman 

neraka bagi yang membangkang. Keempat, 

menjanjikan ganjaran surga karena kasih sayang-Nya 

kepada mereka yang peduli terhadap larangan dan 

perintah-Nya.  

Mengingat bahaya yang ditimbulkan dari 

politik Mengingat bahaya yang ditimbulkan dari 

politik uang yang bisa merusak mentalitas masyarakat 

sehingga menjadi masyarakat yang bermental 

peminta-minta dan senantiasa memanfaatkan 

kekuasan yang dimilikinya seberapapun kecilnya 

kekuasaan yang dimilikinya tersebut. Sesuai dengan 

firman Allah Swt. QS. al-Anfal (8) : 25 yang 

berbunyi: 
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نَةً لا تُصيبَََّ الَّذينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ  وَ  ةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ الَله ات َّقُوا فِت ْ  

Terjemahnya: 

“Dan takutlah terhadap sebuah fitnah yang tidak 

khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara 

kamu saja. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras 

siksaan-Nya” (Kementrian Agama RI, 2019). 

 

Menurut tafsir al-Allamah al-Syaikh al-Sa‟di, 

menyatakan bahwa ayat ini memberikan gambaran 

siksa Allah tidak hanya akan menimpa pelaku 

kezaliman tetapi juga yang lainnya. Cara menghindari 

siksa ini adalah dengan melarang orang melakukan 

kemungkaran, memberantas orang-orang yang suka 

berbuat jahat dan merusak, dan tidak membiarkan 

mereka melakukan kemaksiatan dan kezaliman sebisa 

mungkin.” (Zen, n.d.) 

Makna ayat ini diperjelas oleh hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan, 

sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibn Hajar dari 

Adi bin Umairoh rodhiyallaahu „anhu, beliau berkata, 

Aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: 
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Artinya: 

“Sesungguhnya Allah azza wajalla tidak akan 

menyiksa masyarakat luas karena perbuatan sebagian 

orang, sehingga mereka melihat kemungkaran di 

tengah-tengah mereka (dan tidak mengingkarinya 

sama sekali), padahal mereka mampu 

mengingkarinya; maka jika mereka berbuat seperti itu, 

Allah akan menyiksa pelaku kezholiman dan 

masyarakat umum”( al-Hafizh Ibn Hajar dari Adi bin 

Umairoh rodhiyallaahu „anhu). 

 

Berdasarkan proses penetapan hukum yang 

secara berjenjang dan saling menguatkan tersebut 

dapat ditarik ketetapan hukum Allah Swt., bahwa 

memakan, memakai atau menggunakan hasil suap itu 

adalah haram, karena jelas pelakunya telah berbuat 

zalim, telah membangkang terhadap larangan Allah, 

menghindar dari arahan dan tuntunan-Nya, dan 

menentang ancaman-Nya serta tak peduli terhadap 

kasih sayang-Nya.  

Ketetapan hukum haram memakan, memakai 

atau menggunakan hasil suap diperkuat pula dengan 

ijtihad para mujtahid terdahulu. Sebagaimana yang 

diungkapkan (Muhammad Ibn „Ali Ibn Muhammad 

al-Shawkaniy, 1999) bahwa Ibn Ruslan menguatkan 
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keharaman memakan hasil suap berdasarkan firman 

Allah Qs. al-Maidah (5) : 42 yang berbunyi : 

ثِْْ وَ الْعُدْوانِ وَ ات َّقُوا الَله إِنَّ اللهَ  شَديدُ الْعِقا وَلا تَعاوَنوُا عَلَى الِْْ  

Terjemahnya: 

”Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar 

berita bohong, banyak memakan yang haram (hasil 

suap dan sebagainya)…”(Kementrian Agama RI, 

2019). 

 

Menurut Ibn Mas‟ud r.a., yaitu memberi 

hadiah karena mengharapkan bantuan. Dalam hal ini 

Abu Wa‟il seorang mujtahid dari kalangan tabi`in 

menegaskan bahwa seorang yang menerima hadiah 

dari orang yang mengharapkan bantuan sesungguhnya 

dia telah memakan hasil suap. Menurut Muhammad 

Ali al-Syaukani mempertegas lingkup dan cakupan 

keharaman memakan hasil suap berdasarkan Sunnah 

Rasul berikut: 

 

 

Artinya: 

“Barang siapa minta tolong saudaranya agar dapat 

membantunya dan memberikan hadiah kepada 

saudaranya atas bantuannya dan hadiah itu 
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diterimanya, maka dengan penerimaannya itu dia 

telah memasuki pintu terbesar dari beberapa pintu 

riba” (Hanbal & Ahmad Muhammad Shakir, 2009). 

 

Muhammad Ali al-Syaukani menjelaskan 

bahwa menurut teori makna lafaz dari hadis ini 

berlaku maknanya yang umum secara mutlak yaitu 

seluruh jenis hadiah yang mengharapkan bantuan, dan 

mencakup seluruh pelaku yang terkait, baik yang 

memberi maupun yang menerima, pejabat atau pun 

bukan pejabat, semuanya termasuk orang yang telah 

memasuki pintu riba yang terbesar. Sedangkan riba itu 

sendiri secara tegas dan pasti hukumnya dinyatakan 

haram (Zen, n.d.). 

Hadits Nabi Saw. dikatakan: 

 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah radliyallahu anhu,: “Rasulullah 

shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang 

menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. 

 

Dikatakan juga dalam hadis lainnya: 
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Artinya: 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu 

anhu, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu alaihi 

wasallam melaknat orang yang memberi suap dan 

yang menerima suap”  

 

Kedua nas Sunnah tersebut secara umum 

mempunyai arti yang sama, yaitu mengenai perilaku yang 

mendapat laknat Allah dan Rasul-Nya, baik laknat itu 

datangnya dari Allah ataupun dari Rasul-Nya Saw. yaitu 

perilaku suap-menyuap. Kata “laknat” berasal dari bahasa 

Arab sebagaimana dimuat dalam kamus al-Munjid Fî al-

Lughah Wa al-A`lam yang artinya “sesuatu yang bernilai 

paling jauh dari nilai kebaikan”. Jadi “melaknat” artinya 

“menetapkan nilai suatu perbuatan yang paling jauh dari 

nilai baik”. Kata-kata “laknat” itu sifatnya tercela dan 

merupakan kutukan. Oleh karena itu suatu perbuatan yang 

terlaknat itu tercela dan terkutuk (Qudamah et al., 2007). 

Nas Sunnah kedua dan ketiga yang diriwayatkan 

oleh Ahmad dari Abi Hurairah dan yang diriwayatkan 

oleh al-Tirmidzi dari Abdullah bin Amru menyatakan 

bahwa Allah-lah yang melaknat penyuap dan penerima 

suap. Sedangkan Nas Sunnah keempat yang diriwayatkan 

oleh Ahmad dari Tsauban menyatakan bahwa 
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Rasulullahlah yang melaknat penyuap dan penerima suap. 

Kondisi perbedaan dalil seperti ini secara teori Ushul Fiqh 

diselesaikan dengan teori Kompromi Dalil (Tawāfuq al-

„Adillah), karena masih bisa dikompromikan, masih 

dalam tema yang sama, yaitu melaknat penyuap dan 

penerima suap. Allah saja yang melaknat penyuap dan 

penerima suap terkena kutukan, begitu juga Rasul saja 

yang melaknat, tetap penyuap dan penerima suap terkena 

kutukan. Lebih-lebih kalau Allah dan Rasul-Nya sama-

sama melaknat maka nilai keterkutukan penyuap dan 

penerima suap semakin kuat. Oleh karena itu, memberi 

suap dan menerima suap kedua-duanya menerima 

kutukan Allah dan Rasul-Nya.  

Maka terkutuknya perbuatan itu yang menjadi 

kriteria penetapan hukum suap-menyuap. Karena 

terkutuknya perbuatan memberi suap dan menerima suap, 

maka perilaku penyuap dan penerima suap hukumnya 

haram. Dengan demikian perilaku suap menyuap dalam 

praktik kehidupan hukumnya adalah haram. Kalau 

banyaknya diharamkan maka sedikitnyapun diharamkan. 

Karena yang diharamkan adalah perbuatan menyuap dan 
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menerima suap, bukan kadar sedikit atau banyaknya 

suap/sogok itu diberikan atau diterima (Zen, n.d.). 

Berdasarkan beberapa keterangan yang ter 

kandung dalam nas-nas di atas terlihat bahwa suap-

menyuap termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam 

Rasulullah Saw. dengan laknat dari Allah. Dan arti laknat 

ialah terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah Swt. 

5. Hukum Ketatanegaraan  

Hukum Tata Negara menurut situs resmi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum Tata 

Negara adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis 

yang ada pada saat ini sedang berlaku mengikat secara 

umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui 

pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia 

(Agung Sasongko, 2018).  

Penataan peraturan pelaksanaan Pilkades diatur 

dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Pelaksanaan Pilkades di Indonesia memiliki kedudukan 

secara tersirat dalam Pasal 18B Ayat (2) berbunyi:  

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 

undang-undang” (Undang-Undang No. 6, 2014).  

 

Meskipun hanya disebut secara tersirat dalam 

ketentuan pasal di atas, Pilkades harus tetap mendapat 

pengakuan yang kuat dalam praktik ketatanegaraan di 

Indonesia.  

Mahkamah Konstitusi memberi tafsir terhadap 

Pasal 18B Ayat (2) tersebut dalam Putusan Nomor 

010/PUU-1/2003 yaitu :“…Ketentuan Pasal 18B Ayat (2) 

UUD 1945 tidaklah dimaksudkan untuk dijadikan dasar 

pembagian wilayah negara melainkan merupakan 

penegasan bahwa negara berkewajiban untuk mengakui 

dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan 

hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, 

yang diatur dalam undang-undang” (Ni‟matul Huda, 

2015). 

Pelaksanaan Pasal 18B Ayat (2) dalam konteks 

Pilkades memberi penegasan secara tersirat bahwa 

Pilkades merupakan wujud tata kelola pemerintahan 

untuk menjamin hak tradisional Desa telah ada sebelum 

Indonesia berdiri.  
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Dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 

memutuskan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat 

sepanjang tidak dimaknai, “Kepala Desa yang sudah 

menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan  Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa maupun berdasarkan Undang-Undang sebelumnya 

masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. 

Begitu pula, bagi Kepala Desa yang sudah menjabat 2 

(dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

maupun berdasarkan Undang-Undang sebelumnya masih 

diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”.  

Putusan tersebut memberikan kejelasan terhadap masa 

periode bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan 

kembali sebagai Kepala Desa (Yani, 2022).  

Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017. Dalam menyelenggarakan Pemilu, 

Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu 

berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: 

mandiri,  jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, 

proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. 

Serta berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil (Firdaus et al., 2021). 

Pemilu jujur dan adil dapat tercapai apabila 

tersedia perangkat hukum yang mengatur proses 

pelaksanaan pemilu sekaligus melindungi penyelenggara, 

kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada 

umumnya dari intimidasi, penyuapan dan berbagai praktik 

curang lainnya yang akan memengaruhi hasil pemilu.  

Namun sering kali dalam pemilihan umum ada beberapa 

praktik tindakan politik uang misalnya;  

a. Distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang 

kepada para kader partai, penggembira, golongan atau 

kelompok tertentu. Didalam Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2003 mengenai masalah dana kampanye 

pada pasal 43 antara lain;  

1. Dana kampanye dapat diperoleh dari pasangan 

calon, partai politik yang mencalonkan, 

sumbangan pihak lain yang tidak mengikat dan 
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meliputi sumbangan perseorangan atau badan 

hukum swasta.  

2. Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus 

dana kampanye  

3. Sumbangan dana kampanye dari perseorangan 

tidak boleh lebih dari Rp100.000.000,00 dan dari 

badan swasta tidak boleh lebih dari Rp 

750.000.000,00   

b. Pemberian sumbangan dari konglomerat atau 

pengusaha bagi kepentingan partai  politik tertentu, 

dengan konsesi-konsesi yang ilegal,  

c. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk 

kepentingan dan mengundang simpati bagi partai 

politik tertentu.  

Praktik poitik uang ini banyak dilakukan oleh 

peserta pemilu/pilkades. Ironisnya, praktik ini tidak 

tersentuh oleh penegakan hukum akibat sebagian 

masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah. 

Hal ini bisa dibuktikan dari hasil polling Litban Harian 

Kompas menemukan bahwa sebagian besar publik tidak 

menolak kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan calon 

anggota legislatif maupun partai politik. 
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Di dalam  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 

yang mengatur tentang Pilkada pasal Pasal 73 ayat 1-5, 

sebagai berikut:  

a. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan 

dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk 

mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau 

Pemilih.  

b. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi 

administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh 

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.  

c. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai 

Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain 

juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan 

melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang 

atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga 
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negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak 

langsung untuk:  

1) Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan 

hak pilih. 

2) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu 

sehingga mengakibatkan suara tidak sah.  

e. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

menggugurkan sanksi pidana. 

Akan tetapi tidak banyak juga Money Politics ini 

yang tidak berhasil pada akhirnya dalam masalah 

pembelian suara pemilih maupun dari angota dewan 

(DPRD). Ada beberapa faktor yang membuat hal ini 

terjadi, yaitu:  

a) Adanya hubungan keluarga dan persahabatan  

b) Bakal calon bersikap ragu-ragu  

c) Adanya anggota yang terlanjur mempunyai komitmen 

tersendiri  

d) Adanya anggota yang dianggap opportunitis.  

a. Penegakkan Pelanggaran Pidana Pemilihan Kepala Desa 

Kecurangan seperti Politik uang banyak 

ditemukan dalam penyelenggaraan Pilkades. Misalnya 
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pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Tangerang tahun 

2021, dua calon kepala desa melalukan Politik uang 

dengan menggelontorkan dana miliaran rupiah. Kasus ini 

juga melibatkan dua oknum kepolisian (Sumiyati, 2021). 

Kasus lainnya, Politik uang pada penyelenggaraan 

Pilkades di Kabupaten Kediri yang melibatkan 5 (lima) 

orang pelaku dengan membawa ratusan amplop yang 

berisi uang pecahan Rp.100.000 (Eko Arif Setiono, 2021). 

Di daerah penulis sendiri, Politik uang banyak dilakukan 

oleh oknum Calon Kepala Desa dan tim kampanye, 

namun praktik tersebut tidak ditindaklanjuti dengan 

mekanisme penegakan hukum.  

Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai 

ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta 

diatur dalam Perda masing-masing kabupaten, membuat 

pelanggaran pidana Pilkades sulit untuk ditegakkan. 
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Padahal kerangka ideal sebuah penyelenggaraan pemilu 

adalah tersedianya payung hukum dan mekanisme 

penegakan pemilihan yang berkepastian hukum. Maka 

dari itu, diperlukan pengaturan lebih jelas terhadap 

ketentuan Pidana Pilkades melalui pengaturan khusus 

dalam Undang-Undang tentang Pilkades di masa 

mendatang.  

Namun untuk mengatasi kekosongan hukum 

tersebut, setidaknya dapat digunakan alternatif Pasal 

Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) yakni pada Pasal 149 Ayat (1) KUHP 

untuk menjerat pelanggaran Politik uang dalam 

penyelenggaraan Pilkades. Pasal 149 Ayat (1) 

menyebutkan:  

     “barang siapa pada waktu diadakan pemilihan 

berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi 

atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya 

tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak 

itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda 

paling lama empat ribu lima ratus rupiah”.  

 

Dalam Penegakan hukum pidana Pilkades harus 

dijalankan secara konsisten demi terwujudnya 
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penyelenggaraan Pilkades yang bermartabat dan 

berintegritas (Yani, 2022). 

b. Lembaga Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Pemilihan 

Kepala Desa 

Pelaksanaa  Pilkades telah menyisakan berbagai 

Persoalan baik yang berkaitan dengan proses maupun 

hasil pemilihan, yang bila terus dibiarkan akan 

menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Sehingga 

diperlukan penataan kembali dalam proses penyelesaian 

sengketa Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa. Dalam 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

penyelesaian sengketa hasil Pilkades ini nyatanya hanya 

diatur dalam Pasal 37, dimana pasal tersebut menentukan 

penyelesaian sengketa diselesaikan oleh Bupati/ Walikota, 

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala 

Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan 

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(5).”  

Mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
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Tentang Desa, Pasal 41 Ayat (7) memuat norma yang 

sama dan hanya ditambah dengan waktu yang tersedia 

untuk penyelesian sengketa selama tiga puluh hari, 

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala 

desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.” 

Penelitian yang dilakukan oleh Adhi Putra Satria 

(2020) mengungkapkan permasalahan penyelesaian 

sengketa hasil Pilkades sangat bertentangan dengan trias 

politik karena sengketa hasil Pilkades yang diserahkan 

kepada Bupati telah merepresentasikan Bupati sebagai 

bagian dari lembaga yudikatif, padahal dalam praktik 

ketatanegaraan Bupati adalah bagian dari cabang 

eksekutif. Begitupula dalam penyelesaian sengketa hasil 

Pilkades yang diserahkan kepada Bupati dinilai akan 

mengganggu netralitas Bupati dalam memutuskan perkara 

secara objektif (Adhi Putra Satria, 2020). 

Terbentuknya lembaga penyelesaian sengketa 

Pilkades secara independen diharapkan dapat 

menegakkan terlaksananya demokrasi desa dan pemilihan 

kepala desa yang demokratis, luber dan jurdil sesuai 

dengan peraturan di daerah dan perundang-undangan 
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yang berlaku, melindungi hak para pihak dalam mencari 

keadilan terhadap hasil Pilkades dengan memperlakukan 

kedudukan dan kesempatan yang sama bagi semua pihak, 

penyelesaian sengketa Pilkades dengan berpegang pada 

prinsip indepedensi, imparsial, proporsional, profesional, 

transparan, dan akuntabel. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan judul skripsi yang peneliti teliti, berikut 

terdapat beberapa hasil penelitian orang lain yang relavan 

dengan judul yang peneliti teliti. 

1. Skripsi Siti Kulsum, “Dinamika Politik Desa (Studi 

Kasus dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pakem 

Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso), Mahasiswa 

Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jamber 

Tahun 2021.  Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui 

aktor politik yang terlibat dalam proses pemenangan 

pemilihan kepala Desa Pakem Kecamatan Pakem 

Kabupaten Bondowoso tahun 2015, (2) Mengetahui 

proses yang dilakukan para calon kepala desa untuk 

meraih pemenangan  pemilihan kepala desa di Desa 

Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yang 

berlangsung pada tahun 2015. Penelitian ini mengambil 
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lokasi di Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten 

Bondowoso (Kulsum, 2021). 

Adapun Persamaan dalam penelitian diatas dengan 

penelitian yang penulis akan teliti ialah sama-sama 

Membahas tentang proses Tim Sukses dalam Meraih 

suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa. 

Perbedaanya terletak pada tujuan serta objek yang akan 

diteliti. Penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui 

mengapa dalam meraih pemenangan membuat 

terjadinya dinamika politik yaitu adanya beberapa 

pelanggaran atau penyimpangan yang kurang disadari 

terutama oleh masyarakat tersebut diantaranya politik 

uang bahkan kampanye yang berlebihan sudah menjadi 

budaya dalam masyarakat desa pakem. Sedangkan 

penulis akan membahas tentang pandangan Fiqh 

Siyasah dan Hukum Tata Negara mengenai kontestasi 

politik uang dalam meraih suara terbanyak dalam 

pemilihan kepala desa Tellulimpoe Kecamatan 

Tellulimpoe.  

2. Jurnal Al-„Adalah Vol. XII, No. 3, Hepi Riza Zen, 

“Politik uang dalam pandangan hukum positif dan 

syariah”, mahasiswa fakultas IAIN Raden Intan 
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Lampung Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk 

menyajikan  ulasan teoritis tentang apa dan bagaimana 

politik uang dalam pemilu, khususnya mengenai politik 

uang dalam regulasi pemilu di Indonesia dan hukum 

politik uang dalam Islam. Hasil penelitian yang dikaji 

dalam penelitian ini yaitu   penelitian ini merupakan 

penelitian hukum normatif, dengan karakter penelitan 

menyusun konsep-konsep, asas-asas dan ketentuan-

ketentuan hukum, yang berkaitan dengan politik uang 

sebagai suatu model suap menyuap yang merefleksikan 

proses pemikiran keadilan moral dan hasanah Alquran 

dan Sunnah Rasul sebagai sumber hukum dalam Islam. 

Untuk mencapai kebenaran ilmiah maka sesuai dengan 

permasalahannya digunakan model pendekatan 

perundang-undangan (statuta approach), pendekatan 

perbandingan (qiyas) dan pendekatan istiqra dengan 

cara pengambilan kesimpulan premis umum dari 

sekumpulan ayat-ayat Alquran dan merekonstruksi 

dengan meneliti substansi (Zen, n.d.) 

Adapun Persamaan dalam penelitian diatas dengan 

penelitian yang penulis akan teliti ialah sama-sama 

Membahas tentang politik uang dalam pandangan 
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hukum positif dan syariah. Perbedaanya terletak pada 

tujuan yang akan diteliti. Penelitian diatas bertujuan 

untuk menyajikan ulasan teoritis mengenai politik uang 

dalam regulasi pemilu di Indonesia dan hukum politik 

uang dalam Islam. Sedangkan penulis akan membahas 

mengenai politik uang yang terjadi dalam pemilihan 

kepala desa dengan menganalisis perspektif fiqh siyasah 

dan hukum tata Negara. 

3. Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan 

Pendidikan Volume 5 Nomor 3, Nur Amilia Kartika 

Rahmi dan Eka Vidya Putra “Praktik Politik Uang pada 

pemilihan kepala desa (studi kasus Desa Ladang 

Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten 

Sarolangun), Mahasiswa fakultas Universitas Negeri 

Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

praktik politik uang pada pemilihan kepala desa yang 

disebabkan oleh beberapa calon kepala desa di Desa 

Ladang Panjang. Penelitian ini dilakukan di Desa 

Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten 

Sarolangun. Hasil penelitian yang diperoleh oleh 

penulis yaitu pertama, praktik politik uang ini dapat 

mewujudkan sebuah keadaan antara pemberi dan 
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penerima politik uang untuk mencapai tujuan mereka. 

Kedua, makna politik uang sendiri bagi masyarakat 

Desa Ladang Panjang mempunyai arti yang berbeda, 

tergantung siapa yang mengartikan. Ketiga, bagi 

sebagian masyarakat Desa Ladang Panjang dengan 

pemahaman yang terbatas maka, sangat sulit agar 

terhindar dari politik uang (Amilia et al., 2022). 

Adapun Persamaan dalam penelitian diatas dengan 

penelitian yang penulis akan teliti ialah sama-sama 

membahas praktik politik uang pada pemilihan kepala 

desa perbedaanya terletak pada tujuan dan objek yang 

akan diteliti. Penelitian diatas bertujuan untuk 

memahami pemicu terjadinya praktik politik uang, 

bagaimana teknik kejadiannya di masyarakat dan 

pengaruh yang dibangunkan dari praktik politik uang 

terhadap masyarakat Desa Ladang Panjang Kecamatan 

Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Sedangkan, penulis 

akan membahas tentang bagaimana pandangan fiqh 

siyasah dan hukum tata Negara mengenai praktik politik 

uang yang terjadi di Desa Tellulimpoe Kecamatan 

Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan jenis 

penelitian lapangan (field research) kualitatif, yaitu 

penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata 

lisan maupun tertulis serta objek yang digambarkan 

sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam 

masyarakat.  

Penelitian ini dilakukan pada objek yang 

alamiah. Objek alamiah yaitu objek yang 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh 

peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi 

dinamika pada objek tersebut (Prof. Dr. Sugiyono, 

2014). 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan jenis 

pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif ialah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah. Penelitian kualitatif dinamakan 
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penelitian baru, karena popularitasnya belum lama 

(Prof. Dr. Sugiyono, 2014). 

Berdasarkan dari uraian diatas maka 

penelitian mengenai Kontestasi Politik dalam 

Pemilihan Kepala Desa di Desa Tellulimpoe 

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, 

Dilakukan dengan  menggunakan pendekatan  

penelitian kualitatif. Karena pendekatan yang 

digunakan dengan cara menyoroti fakta-fakta yang 

terjadi dalam realita yang dilandaskan pada 

masyarakat. 

B. Definisi Operasional 

Penelitian ini memberikan pemahaman yang 

jelas sekaligus menghindari salah penafsiran terhadap 

pembahasan proposal ini, maka penulis memberikan 

pengertian definisi operasional pembahasan judul 

penelitian ini tentang : 

Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa 

di Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten 

Sinjai, analisis Perspektif Fiqh Siyasah Syariyah dan 

Hukum Tata Negara adalah pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa yang telah direncakan dan disusun untuk 
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mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam pemilihan 

Kepala Desa. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Desa 

Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten 

Sinjai. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang direncanakan oleh peneliti 

adalah pada bulan Februari sampai bulan Juni 2023. 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek  

Subjek penelitian ini  sebut dengan responden yakni 

orang yang memberi informasi tentang data yang 

diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang 

sedang dilakukan, diantaranya Ketua BPD, Tim 

Sukses dan Masyarakat. 

2. Objek 

Objek penelitian ini adalah Kontestasi Politik dalam 

Pemilihan Kepala Desa di Desa Tellulimpoe 

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada pelaksanaanya, peneliti akan terlibat 

langsung di lapangan dalam mengumpulkan data, 

mengelola data serta menarik kesimpulan dari data yang 

diperoleh. Tehnik pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Observasi adalah Teknik peneliti yang 

melakukan pengamatan baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara digunakan sebagai tehnik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil 

(Prof. Dr. Sugiyono, 2014). 

Dengan demikian, pewawancara diharapkan 

dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan 

jelas, merangsang responden untuk menjawab 

semua pertanyaan yang diberikan, dan mencatat 
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semua informasi yang dibutuhkan dengan benar. 

Sebelum peneliti melakukan wawancara terlebih 

dahulu mempersiapkan pedoman wawancara 

(interview guide), agar wawancara berjalan dengan 

lancar, sistematis dan sesuai dengan rencana (H. 

Ishaq, 2017). 

3. Dokumentasi  

Dokumetasi yaitu metode mencari data 

mengenai hal-hal yang berupa catatan harian, buku, 

surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda serta 

foto-foto kegiatan (Ikbal Hasan, 2002). Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan 

untuk melengkapi dari  hasil wawancara dan hasil 

pengamatan (observasi). 

F. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat untuk 

pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis 

penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada 

metodologi penelitian (Prof. Dr. Sugiyono, 2014). 

Adapun instrument penelitian yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti  
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Peneliti merupakan orang yang melakukan 

penelitian dalam hal ini peneliti. 

2. Lembar Observasi 

Alat observasi yang penulis gunakan yaitu 

pengamatan langsung dengan menggunakan alat 

indra yaitu mata, dan pendengaran mengenai 

Pemilihan Kepala Desa di Desa Tellulimpoe 

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. 

3. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara merupakan sejumlah 

pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada responden 

untuk memperoleh suatu informasi seputar 

Kontestasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di 

Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe 

Kabupaten Sinjai. 

4. Alat Tulis 

Buku dan Alat Tulis digunakan untuk 

mencatat semua percakapan yang diperoleh dari 

sumber wawancara. 

5. Alat Dokumentasi 

List dokumentasi yaitu sekumpulan alat yang 

ingin digunakan dalam wawancara maupun 
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observasi baik berupa kamera, hp, alat perekam dan 

tempat penyimpanan file berupa Flashdisk untuk 

kemudian digunakan dalam menyimpan dan 

mengumpulkan data. 

G. Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini peneliti memakai keabsahan 

data triagulasi.  Triagulasi diartikan sebagai tehnik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai tehnik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Tujuan dari triagulasi bukan untuk 

mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi 

lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap 

apa yang telah ditemukan (Prof. Dr. Sugiyono, 2014).  

Dengan demikian terdapat beberapa triagulasi 

diantaranya: 

1. Triagulasi Sumber 

Tiagulasi ini untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. 
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2. Triagulasi Metode 

Tiagulasi ini untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

narasumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. 

3. Triagulasi Waktu 

Triagulasi waktu juga sering mempengaruhi 

kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka menguji 

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

pengecekan dengan wawancara, observasi atau 

tehnik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda 

(Prof. Dr. Sugiyono, 2014). 

H. Teknik Analisis Data 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Tehnik pengumpulan data dapat dilakukan 

dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan 

berbagai cara. Jika dilihat dari setting-nya, data 

dapat dikumpulkan pada suatu setting alamiah 

(natural setting). Jika dilihat dari sumber datanya, 

maka mengumpulkan data dapat menggunakan 

sumber primer, dan sekunder. Selanjutnya bila 

dilihat dari segi cara atau tehnik pengumpulan data, 

maka tehnik pengumpulan data dapat dilakukan 
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dengan wawancara (interview), angket (kuesioner), 

pengamatan (observasi), dan gabungan ketiganya. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak penting. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam bentuk penelitian naturalistik atau 

kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara 

kategori Flowchrt dan sejenisnya, dengan 

mendisplay data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami 

tersebut.  

4. Verifikasi Data (Data Verification)  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, 

karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 
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masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian berada di lapangan (Prof. Dr. 

Sugiyono, 2014). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

1. Sejarah Desa Tellulimpoe 

Desa Tellulimpoe (Sebelumnya Desa 

Mannanti) didiami dan diprakarsai oleh keturunan 

Kerajaan Tondong yaitu Puang Laijo. Ada yang 

mengatakan bahwa kedatangan orang-orang 

Tondong, bermaksud untuk menjaga Daerah 

perbatasan Kerajaan Tondong,  sehingga yang 

datang atau yang dikirim oleh Raja untuk didaerah 

ini adalah orang MASE‟GGE (Orang yang 

berkekuatan sebagai pagar lintas batas antara 

Kerajaan Kajang (Ammatoa) dan Tondong.  

Kedatangan orang Tondong yang berkelompok 

ini akhirnya membuka pemukiman di Laha-Laha 

(Laha-Laha adalah Ibukota Desa Tellulimpoe) yang 

berbatasan langsung dengan Daerah Kerajaan 

Kajang (Ammatoa), Istilah Laha-Laha menurut 

orang bugis adalah ditahan, kemungkinan besar 

bahwa antara orang Kajang  (Ammatoa) harus 

ditahan manakala ia akan lintas ke Daerah kerajaan 

Tondong. 
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Pada Tahun 1980 Laha-Laha menjadi salah 

satu Daerah Transmigrasi, yaitu Transmigrasi yang 

didominasi oleh 3 asal yakni Sinjai, Bulukumba dan 

Selayar, yang mendiami Daerah ini dengan budaya 

dan adat istiadat yang berbeda sehingga melahirkan 

kebudayaan baru yang kita kenal dengan  nama 

Tellulimpoe.  

Nama Tellulimpoe  Lahir tidak terlepas dari 

Nama Kerajaan Tellu limpoe (Tondong, Bulo-Bulo, 

Lamatti) salah satu Pejuang  yang Kokoh, 

Pemberani mempertahankan Daerah Perbatasan 

adalah Puang Laijo dan sebagai mitos, bukti sejarah 

adalah Kuburan Puang Laijo yang terletak disebelah 

Selatan Jazirah Mannanti (Dusun Laha-Laha) 

sekarang Ibu Kota Desa Tellu limpoe. Pada Tahun 

1985 Desa Mannanti (Sekarang Kelurahan 

mannanti) dimekarkan dan Desa Tellulimpoe 

merupakan salah satu Desa dari hasil Pemekaran 

tersebut. 
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Tabel 1 

Nama-Nama Kepala Desa Yang  

Pernah Memimpin Desa Tellulimpoe 

 

N

o 
Nama Jabatan Periode 

1 
Ruslan 

Hamka  

Kepala 

Desa 
1985-1990 

2 A. Tonra  
Kepala 

Desa 
1992 – 2002 

3 Bachtiar  
Kepala 

Desa 
2002 – 2007 

4 
Muh. Amin 

Maddi  

Kepala 

Desa 
2008 – 2013 

5 
Muh. Amin 

Maddi  

Kepala 

Desa 

2015– 

Sekarang 

 

2. Keadaan Geografis  

Desa Tellulimpoe Merupakan salah satu desa 

dikecamatan Tellulimpoe kabupaten sinjai yang  

memiliki luas wilayah 1.745,11 KM² atau 175 ha 

dengan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten sinjai 

yaitu 38 km.  
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Desa Tellulimpoe terdiri dari dari 5 (lima) 

Dusun yaitu Dusun Laha-Laha, Dusun Manajo, 

Dusun Koro, Dusun Lambari dan Dusun Pakokko. 

Desa Telulimpoe sendiri terbagi menjadi 10 RW dan 

20 RT.  Adapun batas wilayah Desa Tellulimpoe 

sebagai berikut: 

 Sebelah Utara : Berbatasan dengan 

Kelurahan Mannanti 

 Sebelah Timur     : Berbatasan dengan Desa 

Sukamaju, Desa Era Baru 

 Sebelah Selatan   : Berbatasan dengan 

Kabupaten Bulukumba 

 Sebelah Barat       : Berbatasan dengan 

Kelurahan Mannanti 

3. Keadaan Demokrafis 

Berdasarkan data administrasi  Pemerintahan 

Desa Tellulimpoe, jumlah penduduk desa 

tellulimpoe yaitu 4. 369 jiwa. Dengan jumlah 

Kepala Keluarga 1.097 KK yang rincian penduduk  

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.107 jiwa. 

Sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 

2.262 jiwa.  
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Berdasarkan data jumlah penduduk Desa 

Tellulimpoe dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Desa Tellulimpoe Tahun 2022 

 

No Jenis Kelamin Jumlah  Presentase (%) 

1 Laki-Laki 2. 107 48% 

2 Perempuan 2.262 52% 

  Jumlah 4.369 100% 

 

Keadaan kependudukan di desa Tellulimpoe 

dapat dilihat dengan  jumlah penduduk dengan 

melihat klasifikasi usia dan jenis kelamin. Berikut 

Dapat dilihat dari tabel mengenai jumlah penduduk 

di desa tellulimpoe berdasarkan usia dan jenis 

kelamin. 

Tabel 3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kolompok Usia 

Desa Tellulimpoe 

  

No Kelompok Usia Jumlah Presentasi (%) 

1 0-15 976 22% 

2 15-65 3.134 72% 
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3 65-keatas 259 6% 

 

jumlah  4.369 100% 

 

Mata pencaharian Desa Tellulimpoe cukup 

beragam dan bervariasi seperti nampak pada tabel 

berikut : 

Tabel 4 

Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

 

No Mata Pencaharian Jumlah Presentase (%) 

1 Pegawai Negeri Sipil 37 6% 

2 TNI / POLRI 7 1% 

3 Wiraswasta / Pedagang  120 8% 

4 Petani  995 26% 

5 Tukang 50 6% 

6 Pensiunan 23 5% 

8 Penjahit 12 3% 

9 Perbengkelan 15 3% 

10 Lainya 1.818 42% 

  

Dengan demikian dari data tersebut 

menunjukkan bahwa warga masyarakat di desa 

Tellulimpoe memiliki alternatif pekerjaan selain 
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petani. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian 

mereka sangat tergantung dengan curah hujan 

alami. Di sisi lain, air irigasi yang ada tidak dapat 

mencukupi untuk mencukupi lahan pertanian di 

desa Pakem secara keseluruhan terutama ketika 

musim kemarau. Sehingga mereka pun dituntut 

untuk mencari alternatif pekerjaan lain. 

Dalam kontes pembangunan peningkatan 

jumlah penduduk mutlak diperlukan dalam rangka 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan Desa baik secara individu maupun 

secara kelembagaan tentunya hal ini berkaitan 

dengan peningkatan mutu pendidikan masyarakat 

yang telah ditempuh. berikut gambaran keadaan 

Penduduk Desa Tellulimpoe  Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan.  

Tabel 5 

Tingkat Pendidikan Desa Tellulimpoe 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase (%) 

1 Sekolah Dasar 255 44% 

2 SMP Sederajat 221 38% 
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3 SMA/MU/Aliyah 25 4% 

4 Akademi/ D1-D3 32 6% 

5 Sarjana 43 7% 

6 Pascasarjana 3 1% 

 Jumlah  579 100% 

 

3. Visi - Misi Kepala Desa Tellulimpoe 

Visi – Misi Kepala Desa TelluLimpoe 

disamping merupakan Visi – Misi Kepala Desa 

Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan 

bersama Masyarakat Desa untuk mengatasi 

permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke 

depan, dimana proses Penyusunannya dilakukan 

secara Partisipatif mulai dari tingkat Dusun sampai 

tingkat Desa.  Berikut Visi-Misi Kepala Desa 

Tellulimpoe : 

a. Visi 

Visi Kepala Desa Tellu Limpoe yaitu 

“Terwujudnya Desa Tellu Limpoe yang 

Bermartabat Bersih, Mandiri, Tertata, Beradat 

dan Terdepan dalam Pelayanan . 

b. Misi  
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Agar Visi sebagaimana tersebut dapat 

tercapai dan terwujud maka Kepala Desa Tellu 

Limpoe melakukan Misi sebagai berikut : 

1) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur 

untuk mendukung laju Perekonomian Desa, 

seperti : Jalanan, Jembatan, Irigasi dan 

Infrastruktur lainnya yang Aksesible. 

2) Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak – 

Hak Dasar Masyarakat baik di Sektor 

Kesehatan dan Pendidikan untuk 

meningkatkan derajat Kesehatan dan 

Pendidikan agar memiliki daya saing dan 

derajat harapan Hidup meningkat. 

3) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 

4) Meningkatkan Pembangunan di Bidang 

Pendiddikan untuk mendorong Peningkatan 

Kualitas Sumber Daya Manusia, baik sebagai 

tenaga Pendidik ataupun sebagai Anak Didik 

5) Meningkatkan Pembangunan ekonomi 

dengan mendorong Peningkatan Sumber 

Daya Manusia agar pelaku Ekonomi dapat 

Berinovasi dan Kreatif dalam Proses 
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Produksi, Pengelolaan dan Distribusi Hasil 

Pertanian dan Perkebunan 

6) Mendorong Peningkatan Sumber Daya 

Manusia seluruh Struktur Kelembagaan guna 

untuk meningkatkan kualitas SDM Pengurus 

dan anggota Kelembagaan yang ada di Desa 

Tellu Limpoe. 

7) Menciptakan Tata Kelolah Pemerintah yang 

baik (Good Governance) dan Bersih (Clean 

Governance) berdasarkan nilai Demokrasi, 

Transparansi, Akuntabel, berkeadilan, 

Berkesetaraan Gender, Guna menciptakan 

Pelayanan yang berkualitas dan Inklusi. 

8) Mendorong Pengelolaan dan Pelestarian 

Sumber Daya Alam untuk pemenuhan 

kebutuhan Masyarakat dan pemerataan 

Pembangunan yang berkelanjutan guna untuk 

meningkatkan Perekonomian seluruh Lapisan 

Masyarakat. 

9) Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam 

Proses Pembangunan. 
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10) Menjaga dan Melestarikan nilai Budaya 

Lokal. 

4. Struktur Pemerintahan Desa Tellulimpoe beserta 

Tugasnya 

Gambar 1 

Struktur Pemerintahan Desa Tellulimpoe 

 

B. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

1. Proses Pemilihan Kepala Desa dalam Meraih 

Suara Terbanyak di Desa Tellulimpoe, 

Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai 

Tahun 2022 
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Sebelum masuk dalam proses pemilihan 

kepala desa, Peneliti akan menjabarkan terkait para 

kandidat yang maju untuk mencalonkan diri sebagai 

kepala desa tahun 2022. Berikut wawancara peneliti 

dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa 

Tellulimpoe:  

“Pada tahun 2022 lalu yang mencalonkan kepala 

desa ada tiga orang yaitu Muh. Amin Maddi 

dengan nomor urut 1, Arfa dengan nomor urut 2 

dan Rudi Tamrin  nomor urut 3. Mereka semua 

asli warga desa Tellulimpoe” (wawancara 

dengan Taniruddin, 26 mei 2023). 

 

Pemilihan kepala desa tahun 2022 di desa 

Tellulimpoe terdapat tiga kandidat, calon kandidat 

nomor urut satu diisi oleh Muh. Amin Maddi, 

nomor urut dua yaitu Arfa, dan nomor urut tiga di isi 

oleh Rudi Tamrin. Kandidat-kandidat tersebut asli 

warga desa Tellulimpoe dan bukan warga pindahan.  

Dalam pemilihan Kepala desa melibatkan 

semua masyarakat Desa Tellulimpoe dengan 

memilih langsung calon kepala Desa yang di 

inginkan. Dalam proses pemilihan Kepala desa Para 

kandidat calon kepala desa melakukan berbagai cara 
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dan menggunakan strategi masing-masing dalam 

proses Pemilihan Kepala desa dengan tujuan dapat 

memenangkan pemilihan dan mendapatkan 

kekuasaan. Kekuasaan selalu ada dalam proses 

politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap 

pemilihan seorang pemimpin. Dengan Hal tersebut, 

wawancara peneliti dengan Tim sukses nomor urut 

01 mengatakan: 

“Uang itu berasal  dari Bapak Muh. Amin Maddi 

yang diberikan kepada masyarakat berasal dari 

kantong sendiri. Apalagi waktu itu dia 

mencalonkan diri untuk ketiga periode, jelas 

sekali dia punya modal untuk membeli banyak 

suara. jadi tidak heran jika dia menang dalam 

pemilihan itu meskipun sudah diprediksikan 

suara lebih banyak kepada Bapak Arfa tapi 

karena Bapak Muh. Amin Maddi bisa memberi 

uang lebih banyak kepada masyarakat maka 

tidak heran jika dia bisa membeli suara dari 

Bapak Arfa dan Bapak Rudi Tamrin” 

(wawancara dengan Sudarman, 26 mei 2023). 

 

Muh. Amin Maddi dalam tim sukses 

dianggap mampu dalam segi keuangan karena dapat 

membeli suara yang berpihak kepada Bapak Arfa. 

Saat itu sudah menjabat dua periode sebagai kepala 
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desa. Sehingga mempunyai modal besar untuk 

mencari banyak dukungan. Dalam Pilkades ini uang 

dan kelincahan para tim sukses menjadi hal yang 

paling penting dalam proses pemenangan pemilihan 

kepala desa. 

Dalam memenangkan proses pemilihan 

kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan di 

tingkat desa diperlukan strategi kampanye dan 

pengerahan massa untuk mendapatkan dukungan 

dan simpati dari masyarakat desa. Selama masa 

kampanye diwarnai dengan serangan-serangan 

kepada pihak lawan. Panitia memberikan 

kesempatan kepada masing-masing calon kepala 

desa untuk melakukan kampanye. Kampanye 

tersebut adalah proses awal dan yang paling urjen 

bagi masing-masing calon kepala desa karena 

kampanye politik merupakan sebuah upaya yang 

terorganisir bertujuan untuk mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan para pemilih. Terkait hal 

tersebut berikut wawancara dengan ketua Badan 

Permusyawaratan Desa Tellulimpoe: 
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“Banyak cara yang dilakukan masing-masing 

calon dalam berkampanye, ada yang memasang 

poster-poster dipinggir jalan, memberikan stiker 

dan tak lain pula masing-masing calon 

membagikan uang, karena bagi mereka itu sudah 

dianggap kewajiban dan sangat tidak mungkin 

bagi masyarakat untuk menolaknya” 

(wawancara dengan Taniruddin, 26 mei 2023). 

 

Dalam masa kampanye masing-masing calon 

kepala desa, memasang poster di pinggir jalan, 

memberikan stiker dan memberi uang kepada 

masyarakat. Pemberian uang dalam berkampanye 

merupakan hal yang sudah dianggap kewajiban bagi 

masing-masing calon karena kelemahan masyarakat 

pedesaan terletak pada tingkat ekonomi yang rendah 

sehingga sulit untuk menolaknya. Hal ini juga 

diungkapkan oleh Tim sukses nomor urut 01 terkait 

kampanye di desa Tellulimpoe: 

“Kampanye di desa Tellulimpoe dilakukan 

dengan turun langsung ke masing-masing 

lingkungan, jadi calon waktu itu memanfaatkan 

dengan membentuk forum memburu babi secara 

bergantian setiap hari minggu di dusung-dusung, 

dan memperketak keamanan masyarakat dari 

penculikan sapi. Kampanye juga dengan 

menggunakan foto calon yang disebar di 
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masing-masing RT sesuai dengan nomor urut  

dalam ukuran besar lengkap dengan janji-janji 

politik. Proses ini dilakukan oleh tiap calon 

kepala desa waktu itu” (wawancara dengan 

Sudarman, 26 mei 2023). 

 

Masa kampanye adalah peluang besar bagi 

para calon untuk memanfaatkan waktu agar dapat 

simpati dari masyarakat seperti halnya membentuk 

kegiatan memburu Babi dan memperketak 

keamanan masyarakat dari penculikan sapi. Hal 

tersebut sangat berguna untuk masyarakat. Di sela-

sela kegiatan tersebut tiap calon bersama 

pendukungnya akan memberitahukan visi-misinya 

kepada masyarakat di kegiatan tersebut. Salah satu 

yang paling penting bagi calon dan pemilih yaitu 

suatu pemberian untuk masyarakat. Dengan ini 

diungkapkan oleh Tim Sukses nomor 01: 

 “Pemberian uang di desa memang sudah wajar 

terjadi juga di periode sebelumnya, ini tidak 

hanya dilakukan oleh salah satu calon saja tapi 

semua calon juga melakukan hal ini, karna ini 

juga sebagai tanda terimakasih dan membuat 

masyarakat senang. Jika sebelum mencalonkan 

diri tidak mengeluarkan uang sepeserpun sudah 

pasti nanti masyarakat kemungkinan kecil sekali 
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untuk memilihnya” (wawancara dengan 

Sudarman, 26 mei 2023). 

 

Dari pernyataan di atas pemberian imbalan 

kepada calon pemilih dianggap sudah wajar sebagai 

ucapan terima kasih dan membuat masyarakat 

senang. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh salah 

satu calon tetapi semua calon melakukan pemberian 

uang tersebut untuk menarik simpati dari 

masyarakat. Berikut tambahan wawancara dengan 

Tim sukses 01: 

“Muh Amin Maddi  menjalin hubungan baik 

dengan masyarakat setempat dengan cara 

melakukan kunjungan kepada setiap warga yang 

malakukan beberapa acara (mappobotting) atau 

acara lainnya segaligus memberitahukan visi 

misi yang akan dijalankan nanti apabila dia yang 

terpilih dalam pemilihan kepala desa. Selain itu, 

kami selaku tim sukses juga meminta bantuan 

kepada kepala dusun mencari dukungan dengan 

mendatangi tetangga terdekat dan ketua RT di 

lingkungannya. Intinya cara kami mencari massa 

yaitu bapak muh. Amin maddi terjun langsung 

kemasyarakat bersosialisasi dan tim sukses 

meminta kepala dusun untuk membantu mencari 

dukungan dari masyarakat” (wawancara dengan 

Sudarman, 26 mei 2023). 
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Dalam mendapatkan dukungan dari 

masyarakat, calon kepala desa Muh Amin Maddi 

menjalin hubungan baik dengan warga dengan 

melakukan kunjungan kepada warga yang 

melakukan acara-acara segaligus bersosialisasi 

mengenai visi misi-nya dalam menjalankan 

pemerintahan Desa Tellulimpoe kedepannya. Selain 

itu, tim sukses melakukan proses mencari dukungan 

melalui kepala dusun yang dipercayainya karena 

dianggap ia juga dapat menjangkau warganya untuk 

menjadi pendukung calonnya. Kepala dusun di sini 

jangkauannya ke masyararakat lebih luas lagi karena 

ia dapat dengan mudah terhubung dengan para ketua 

RT. 

Adapun proses dalam meraih suara 

terbanyak yang dilakukan oleh bapak Arfa selaku 

calon nomor urut 2, berikut wawancara peneliti 

dengan tim sukses nomor 02: 

“Jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkades, 

semua tim sukses mengadakan pertemuan setiah 

malam senin, Rabu dan Sabtu. Adapun yang 

didiskusikan dalam pertemuan itu tentang 

kunjungan ke masyarakat atau pemilih, banyak 
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tahapan yang akan dilakukan semua tim sukses 

setelah melakukan pertemuan diantaranya 

bagaimana kita mendapat simpati dari 

masyarakat, salah satunya pasti memberikan 

uang. Hal ini dilakukan sebelum pencoblosan. 

Di pertemuan ini juga membahas tentang 

penempatan para tim sukses di setiap dusun 

untuk menjaga para orang-orang yang dianggap 

memilihnya (pendukungnya) (wawancara 

dengan Sukri, 01 juni 2023). 

 

Pihak tim sukses dari bapak Arfa melakukan 

musyawarah disetiap malam senin, rabu dan sabtu. 

Mereka mendiskusikan terkait kunjungan ke 

masyarakat serta penempatan aktor-aktornya di 

setiap dusun untuk menjaga para orang-orang yang 

dianggap akan memilihnya (pendukungnya). Dalam 

hal ini tim tersebut akan memberikan uang, 

Pemberian uang tersebut dilakukan sebelum hari 

penjoblosan. 

Proses pencalonan kepala desa seringkali 

tidak lepas dari penggunaan uang sebagai upaya 

menarik simpati warga. Perilaku money politic 

dalam konteks politik sekarang, seringkali diatas 

namakan sebagai bantuan, dan lain-lain. Praktek 
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money politic di pencalonan kepala desa 

Tellulimpoe ini terlihat jelas berdasarkan 

pengakuan-pengakuan masyarakat setempat. 

Berikut wawancara  salah satu warga desa 

Tellulimpoe yang diberikan uang kepada salah satu 

calon kepala desa Tellulimpoe yang mengatakan: 

“Saya tidak minta imbalan untuk memilih calon 

kepala desa, meskipun saya tidak dikasih uang 

pasti saya tetap mencoblos karna itu sudah 

kewajiban tapi sesuai dengan hati saya siapa 

yang akan saya coblos. Tapi tiba-tiba saya 

didatangi orang yang ngasih imbalan uang ke 

saya, saya terima uang itu. Siapa yang tidak mau 

kalau dikasih uang pasti mau. Saya dibujuk dan 

diberikan Amplop berupa uang. Tapi kalau saya 

akan memilih kepada calon yang memberikan 

keamanan pasti kepada saya dan lingkungan 

sekitarku agar ternak sapi kami aman terhadap 

penculikan” (wawancara dengan Humrah, 02 

juni 2023). 

 

Selain proses di atas tim sukses Arfa juga 

melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang 

dianggap berpengaruh di lingkungannya. Hal ini 

berdasarkan pernyataan dari tim sukses 02: 

“Pak Arfa ini mencari dukungan lewat orang-

orang terdekatnya seperti keluarga dan datang 
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langsung kemasyarakat untuk mensosialisasikan 

adanya pembuatan KK ataupun KTP gratis 

terhadap warganya dengan inbalan memberikan 

suaranya kepadanya. Selain itu pak Arfa 

mendekatkan diri kepada anak mudanya, dan 

memberikan perlengkapan olahraga yang 

dibutuhkan anak muda disini” (wawancara 

dengan Sukri, 01 juni 2023). 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, proses 

yang dilakukan pak Arfa dalam meraih pemenangan 

yaitu lebih memperdekatkan diri terhadap keluarga, 

mengadakan pembuatan KK atau KTP secara gratis, 

dan berbaur dengan anak muda sehingga 

memberikan fasilitas olahraga yang dibutuhkan. 

Sedangkan bapak Rudi Tamrin dalam meraih 

suara masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa 

Tellulimpoe yaitu tidak melakukan apapun. Berikut 

wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan 

Desa Tellulimpoe  yang mengatakan bahwa: 

“Nomor urut 03 yaitu bapak Rudi tamrin, hanya 

sebagai partisipasi nama dalam pemilihan kepala 

desa saat itu, sehingga bisa dikatakan rudi tamrin 

tidak memperdulikan suara masyarakat untuk 

pemilihannya” (wawancara dengan Taniruddin, 26 

mei 2023). 
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Dari bapak Rudi Tamrin, tidak melakukan 

apapun terhadap pemilihan kepala desa Tellulimpoe 

dikarenakan hanya berpartisipasi dalam pemilihan 

kepala Desa Tellulimpoe. 

Terkait proses politik diantara dua kandidat 

yaitu bapak Muh. Amin Maddi dan Bapak Arfa, 

ketua Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan 

antara keduanya sama-sama bermain politik uang 

karena dianggap politik uang sumber kekuatan 

untuk meraih suara terbanyak dalam pemilihan 

kepala desa. Berikut wawancara dari ketua Badan 

Permusyawaratan Desa itu sendiri: 

“Menangnya calon Kepala Desa tidak hanya 

dipengaruhi oleh banyaknya uang yang 

dikeluarkan untuk para pemilih, hal itu juga 

dipengaruhi oleh lincah tidaknya tim sukses para 

calon. Terkadang seorang pemilih sama-sama 

menerima uang dari para calon, akan tetapi 

belum tentu pemilih tersebut berpihak ke calon 

yang memberi imbalan lebih tinggi. Ia sama-

sama menerima imbalannya tetapi tetap 

mendukung orang yang dipercayainya meskipun 

imbalannya lebih rendah. Baginya yang penting 

uang sama-sama diterima dan tidak akan ada 

orang yang mengetahui siapa calon yang akan 
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dipilihnya” (wawancara dengan Taniruddin, 26 

mei 2023). 

 

Dari wawancara di atas panitia menjelaskan 

bahwa menangnya calon kepala desa di Tellulimpoe 

tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya uang yang 

dikeluarkan untuk masyarakat akan tetapi juga 

dipengaruhi oleh lincah tidaknya para tim sukses 

dalam mengambil simpati dari para pemilih apalagi 

tim sukses adalah orang-orang yang ditakuti di 

lingkungannya, pasti mereka sangat mudah 

mempengaruhi pikiran masyarakat.  

Perilaku praktek politik uang dalam konteks 

politik sekarang, seringkali diatas namakan sebagai 

bantuan, dan lain-lain. politik uang akan pencalonan 

kepala desa Tellulimpoe ini terlihat jelas 

berdasarkan pengakuan -pengakuan masyarakat 

setempat. 

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Politik uang 

dalam Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe 

Kecamatan Tellulimpoe dalam Perspektif Fiqh 

Siyasah dan Hukum Tata Negara 
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Politik uang dalam pemilihan kepala Desa 

Tellulimpoe  memiliki pandangan yang berbeda, 

tergantung siapa yang memahami dan mendapatkan 

politik uang itu sendiri. Politik uang bagi 

masyarakat Desa yang menempuh pendidikan tinggi 

akan memahami bahwa hal itu salah namun bagi 

masyarakat yang kurang memahami politik uang ini 

adalah hal biasa yang sering terjadi pada saat 

pemilihan baik itu pada pemilihan tingkat yang 

tertinggi sampailah pada tingkat terendah. Politik 

uang ini menjadi suatu hal yang ditunggu-tunggu 

oleh sebagian masyarakat Desa Tellulimpoe. 

Schaffer dan Scheduler (2007), mengatakan 

bahwa para penerima ada yang mengartikan sebagai 

bayaran, hadiah, ganti rugi, pengenal kebijakan 

seorang calon, pengenal kejelekan seorang calon, 

sekaligus ada juga yang mengibaratkan sebagai 

tanda kekuatan. Pada masyarakat Desa Tellulimpoe 

saat seseorang memperoleh uang dari calon kepala 

desa jelas bisa diartikan bahwa orang tersebut telah 

dibeli suaranya (Indra Ismawan, 1999).  
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Dalam pilkades bukan kewajiban yang harus 

dilaksanakan masyarakat dalam turut serta pada 

pemilihan calon kepala desa akan tetapi politik uang 

membuat solusi para calon kepala desa dalam 

membuat masyarakat menjadi wajib dalam 

berkontribusi pada pemilihan calon kepala desa 

yang berlangsung. Karena masyarakat memaknai 

bahwa mereka merasa beersalah jika tidak 

melaksanakan partisipasi politik setelah menerima 

pemberian dari calon kepala desa hal ini 

disampaikan oleh salah satu warga desa tellulimpoe: 

“Jika ada yang ngasih kami uang atau barang 

maka tidak bagus untuk ditolak karena akan 

tersinggung terutama orang dekat, nanti sedih, 

jadi saya ambil saja uangnya, terus kami di 

rumah membagikan suara kami, sebagian ke no 

1 dan sebagian lagi no 2 karena tidak enak juga 

ketika dikasih uang atau barang tidak mungkin 

tidak dipilihnya” (wawancara dengan Humrah, 

02 juni 2023) 

 

Biasanya masyarakat menerima uang 

maupun materi dari para calon, sekaligus memaknai 

akan hal ini harus setimpal apa yang kita terima 

dengan yang didapatkan. Hal ini diungkapkan juga 
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salah satu warga desa tellulimpoe yang menyatakan 

bahwa;  

“Cara saya berterimakasih atas pemberian yang 

diberikan kepada saya, biasanya dengan 

mengartikan pemberian tersebut lewat 

pembuktian harus menolong saat pilkades 

dengan mencoblos calon kades yang telah 

memberikan sesuatu kepada saya”(wawancara 

dengan Sumarni, 02 juni 2023). 

 

Ungkapan dari wawancara di atas usaha dalam 

memaknai dengan cara datang dan memilih calon 

yang telah memberi uang atau materi. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa usaha memberi masyarakat 

dengan harapan balasan suara dari pemilih akan 

menang saat pemilihan.  

Dapat di simpulkan bahwa praktik politik uang 

disini sebenarnya permasalahannya terletak pada 

calon pemimpin yang memberi peluang, 

pemahaman masyarakat yang kurang terkait bahaya 

politik uang dan sikap tidak peduli, dengan 

demikian praktik politik uang membuat mereka 

dengan leluasa bermain curang dalam memperoleh 

posisi yang diinginkan. Hal itu terbukti dari 
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pemberian tersebut bisa memperoleh dukungan 

suara yang lumayan dari masyarakat. Berikut 

wawancara peneliti dengan warga Dusun laha-laha 

desa tellulimpoe yang menyatakan bahwa: 

“Terkadang pemberian uang yang dilakukan 

oleh calon pilkades kepada masyarakat 

membuahkan hasil yang lumayan, dikarenakan 

banyak masyarakat yang memilih dikarenakan 

adanya pemberian dari calon maupun timses 

tersebut yang dikarenakan sifat tidak enakan” 

(wawancara dengan Hasbullah, 01 juni 2023) 

 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan 

bahwa makna politik uang yang dilakukan oleh 

beberapa calon maupun bantuan tim sukses dalam 

pilkades dengan tujuan memperoleh suara dari para 

pemilih saat pilkades nanti merupakan hal ditunggu-

tunggu oleh sebagian masyarakat untuk bisa 

mendapat pemberian dari para calon melalui tim 

sukses. Politik uang hal yang biasa saja bagi 

sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang 

pengetahuannya kurang terkait politik uang. Politik 

uang juga dapat membantu kebutuhan rumah 

tangga. pemberian tersebut harus dibalas dengan 
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memilih seorang calon pemberi uang maupun 

barang tersebut. Sehingga merasa kurang enak jika 

tidak datang ke TPS untuk memilih calon pemberi 

uang maupun barang tersebut. 

Oleh karena itu, semakin ketat dalam 

bersaing untuk memberikan uang ataupun barang 

kepada calon pemilih, semakin banyak memberikan 

uang ataupun barang dan menariknya janji-janji 

yang disampaikan maka akan semakin besar pula 

peluang memperoleh kemenangan dalam pemilihan 

Kepala Desa dan kenyataan juga banyak calon 

pemimpin yang membeli suara dengan uang yang 

akhirnya menang dalam pemilihan. 

a. Perspektif Fiqh Siyasah 

Praktik Politik uang termasuk dalam 

kategori suap menyuap (risywah). Bahkan 

tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil 

sesuatu yang bukan haknya. Yang mana dilihat 

dalam unsur-unsur risywah sebagai berikut :  

a) Penerima suap, yaitu orang yang menerima 

sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau 

barang maupun jasa supaya mereka 
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melaksanakan permintaan penyuap, padahal 

tidak dibenarkan oleh syara, baik berupa 

bantuan atau justru tidak berbuat apa-apa.  

b) Pemberi suap, yaitu orang yang 

menyerahkan harta, uang atau barang dan 

jasa untuk mencapai tujuannya.  

c) Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang 

diberikan sebagai sarana mendapatkan 

sesuatu yang didambakan, diharapkan atau 

diminta. 

Apa yang telah terjadi pada proses 

pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe Kecamatan 

Tellulimpoe sudah termasuk ke dalam unsur-

unsur suap (risywah) dalam pandangan fiqh 

siyasah. Sekalipun termasuk suap akan tetapi 

masyarakat tidak memperdulikan dosa ataupun 

laknat dari Allah SWT dikarenakan mereka 

sudah dibutakan dengan uang , barang dan lain-

lain yang diberikan oleh calon Kepala Desa 

Tellulimpoe.  

Bahkan para calon pemilih beranggapan 

bahwa uang yang dibagikan tersebut merupakan 
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sedekah walaupun sebenarnya mareka tahu hal 

tersebut merupakan suatu kesalahan yang akan 

ditanggung sebagai dosa ataupun laknat dari 

Allah SWT.  

Baik yang menyuap maupun yang disuap 

dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. 

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh 

Ahmad Ibn Hanbal dari Tsauban r.a. berkata: 

 

 

 

Artinya: 

“Rasulullah SAW. melaknat penyuap dan yang 

disuap dan si perantara. Artinya orang yang 

menjadi perantara suap bagi keduanya” (H.R. 

AL-Hakim).  

 

Adannya laknat dari Nabi menunjukan 

bahaya risywah adalah aktivitas yang dilarang 

secara tegas karena orang yang dilaknat 

tempatnya dineraka. Allah melarang manusia 

untuk saling memakan harta dengan cara yang 

tidak halal. Nabi Muhammad pun melarang 

umatnya untuk melakukan suap menyuap 



89 
 

 

 

(Sogok) karena salah satu manifestasi memakan 

harta dengan cara yang tidak halal adalah 

dengan menerima uang uap atau memberikan 

uang suap untuk memperoleh hak dengan cara 

yang bathil (Mukhsinin, 2018). 

Perbuatan risywah ini adalah perbuatan 

yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang 

terjebak dalam budaya risywah akan 

memperoleh balasan yang setimpal dengan 

perbuatan mereka.  

Firman Allah Swt. Dalam Surah Al-

Baqarah (2): 188. 

 

الُْْكَّ  امِ  وَلَا تَ  أْكُلُوْا أمَْ  وَالَكُم بَ ي ْ  نَكُم باِلْبَاطِ  لِ وَ تُ  دْلُوْا بَِِ  ا إِلَ 

ثِْْ وَ أنَْ تُمْ تَ عْلَمُوْنَ  نْ أمَْوَالِ النَّاسِ باِلِْْ  لتَِأْكُلُوْا فَريِْ قًا مِّ

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain 

di antara kamu dengan jalan yang batil, dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 

kepada hakim (sebagai uang suap) supaya kamu 

dapat memakan sebagian harta benda orang lain 

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 

mengetahui” (Kementrian Agama RI, 2019). 
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Dari ayat tersebut di atas bahwasannya 

sudah jelas larangan memakan harta orang lain 

dengan cara yang ilegal dan tidak halal 

sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. 

Artinya pelanggaran tersebut bersifat mutlak 

tidak boleh di interprestasikan lain. Perbuatan 

tersebut tidak hanya membahayakan diri si 

pelaku melaikan orang lain juga, bangsa dan 

Negara. 

Dalam fiqh siyasah politik uang 

membawa kemudaratan ketimbang sebuah 

kemaslahatan. Kemudaratannya tentu 

dilandaskan pada akibat, dampak ataupun 

pengaruh politik uang ini bagi kehidupan 

pribadi, keluarga masyarakat maupun bangsa 

dan negara secara umum. Kemudhratan yang 

ditimbulkan oleh politik uang, antara lain: 

(Mukhsinin, 2018)  

1) Bahwa keadilan (al-adallah) tidak mungkin 

tercapai dengan adanya politik uang. 

Keputusan yang didasarkan pada adanya 
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politik uang pastilah merupakan keputusan 

yang bersifat diskriminatif. 

2) Bahwa hilangnya harta benda bagi orang 

yang memberikan uang tentu adalah sebuah 

keniscayaan. Padahal, menurut Islam uang 

harta benda itu harus digunakan untuk jalan 

yang diridhai Allah SWT. Bagi penerimanya 

berarti telah mendapatkan harta dengaan cara 

yang bathil yang tentunya akan mendapatkan 

laknat dari Allah SWT.  

3) Bahwa politik uang atau suap sebagaimana 

telah dilakukan telah mengakibatkan 

hilangnya sifat kejujuran. Kejujuran yang 

seharusnya menjadi modal utama bagi 

seorang pimpinan atau pemimpin di dalam 

memimpin lembaga akan hilang, tergerus 

dengan kekuatan uang yang dalam 

pemberinya adalah kekuatan yang sangat 

Dahsyat  untuk memenangkan persaingan.  

4) Bahwa politik uang menimbulkan sikap 

pesimistis. Sikap ini sangat tidak dianjurkan 

di dalam agama. Manusia harus selalu 
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berusaha dan tidak boleh berputus asa dari 

Rahmat Allah SWT.  

5) Politik uang/suap telah mengakibatkan 

seorang yang lemah kehilangan haknya atau 

kesempatanya. 

b. Perspektif Hukum Tata Negara 

1)  Delik aduan 

Tindak Pidana Politik Uang 

merupakan tindak pidana jenis pelanggaran 

terhadap undang-undang yang telah disusun 

oleh KPU. Dan tindak pidananya merupakan 

delik aduan. Karena politik uang adalah 

delik aduan maka pelanggaran tersebut 

hanya bisa ditindak lanjuti apabila ada pihak 

yang dirugikan (Sintang Silaban, 1992). 

Delik adalah terjemahan dari kata 

Strafbaar feit. Delik adalah suatu perbuatan 

atau rangkaian perbuatan manusia yang 

bertentangan dengan undang-undang atau 

peraturan hukum lainnya, yang dilakukan 

dengan sengaja maupun dilakukan dengan 
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salah (schuld), oleh orang yang dapat 

dipertanggung jawabkan (Samidjo, 1985). 

Pada kejahatan terdapat sejumlah 

tindak pidana yang hanya dapat dituntut 

apabila ada pengaduan dari orang yang 

dirugikan. Pengaduan ialah suatu pernyataan 

tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari 

seseorang yang berhak (mengadu) yang 

disampaikan kepada pejabat penyelidik atau 

pejabat penyidik (Kepolisisan RI) tentang 

telah diperbuatnya suatu tindak pidana 

kejahatan aduan oleh seseorang, dengan 

disertai permintaan agar dilakukan 

pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan 

penuntutan ke pengadilan yang berwenang 

(Chazawi, 2007). 

Pasal 74 KUHP menentukan bahwa 

tenggang waktu pengajuan pengaduan hanya 

enam (6) bulan sejak orang yang berhak 

mengadu mengetahui adanya delik aduan 

jika ia berada di Indonesia, jika ia berada di 
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luar negeri batas waktunya Sembilan (9) 

bulan (Chazawi, 2007). 

Dalam kebanyakan kasus politik 

uang yang terjadi di Indonesia sangat jarang 

ditemui aduan masyarakat, dikarenakan pada 

umumnya masyarakat menganggap hal 

semacam ini sangat wajar saat pesta 

demokrasi berlangsung sehingga sulit untuk 

menghilangkan budaya politik uang.  

Perangkat desa ataupun masyarakat 

sendiri sudah menganggap politik uang 

sebagai sesuatu yang wajar dan sulit 

dihilangkan dalam kehidupan masyarakat, 

seakan sudah mengakar sudah lama secara 

turun temurun. Salah satunya budaya politik 

uang yang berlangsung dalam Pemilihan 

Kepala Desa di Desa Tellulimpoe Kec. 

Tellulimpoe Kab. Sinjai  karena masyarakat 

tidak merasa dirugikan dengan adanya 

politik uang tersebut bahkan mereka merasa 

senang dengan pemberian calon-calon 

Kepala Desa. 
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Proses Pemilihan Kepala Desa di 

desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe 

Kabupaten Sinjai sudah memenuhi unsur-

unsur tindak pidana, menurut Moeljatno 

unsur tindak pidana sebagai berikut:  

a) Perbuatan  

b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)  

c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar 

hukum).  

Adanya pemberian uang, barang dan 

fasilitas umum yang dipaparkan pada bab III 

termasuk ke dalam unsur “Perbuatan”. 

Pemberian uang, barang dan fasilitas umum 

calon Kepala Desa Tellulimpoe kepada calon 

pemilihnya termasuk ke dalam unsur “Yang 

dilarang oleh aturan hukum”. Dan melanggar 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang 

mengatur tentang Pilkada pasal 187 ayat 1 

dan 2 sebagai berikut :  

1) Setiap orang yang dengan sengaja 

menjanjikan atau memberikan uang atau 

materi lainnya sebagai imbalan kepada 

Warga Negara Indonesia baik secara 
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langsung ataupun tidak langsung untuk 

mempengaruhi pemilih agar tidak 

menggunakan hak pilih, menggunakan 

hak pilih dengan cara tertentu sehingga 

suara menjadi tidak sah, memilih calon 

tertentu, atau tidak memilih calon 

tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) 

dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan 

paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan 

dan denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah).  

2) Pidana yang sama diterapkan kepada 

pemilih yang dengan sengaja melakukan   

perbuatan melawan hukum menerima 

pemberian atau  janji sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang termasuk 

ke dalam unsur “Ancaman pidana” 

(Mukhsinin, 2018). 

 

Walaupun termasuk tindak pidana 

akan tetapi masyarakat desa Tellulimpoe 

tidak pernah mempermasalahkan politik 

uang yang terjadi, justru sebaliknya rata-rata 

masyarakat menginginkan adanya pesta 

uang, barang, fasilitas umum dan lain-lain 

tersebut dengan dalih sebagai “uang 
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pesangon” sebelum proses pencalonan 

Kepala Desa Tellulimpoe dimulai.   

Dikarenakan tidak adanya aduan dan 

kesadaran tentang larangan poltitik uang dari 

masyarakat sehingga seakan-akan hukum 

positif tidak dapat menjangkau tindak pidana 

ini dikarenakan harus adanya delik aduan 

dari orang yang merasa dirugikan dari 

peristiwa tindak pidana ini.  

Budaya politik uang merupakan hal 

lumrah dalam masyarakat Tellulimpoe. 

Proses pencalonan kepala desa seringkali 

tidak lepas dari penggunaan uang sebagai 

upaya menarik simpati warga. Dalam skala 

yang lebih luas, praktik politik uang telah 

melibatkan hampir seluruh elemen sosial 

seperti pejabat, politisi, akademisi, pendidik, 

saudagar, bahkan kalangan agama sekalipun 

(Sintang Silaban, 1992).  

Kejadian politik uang sudah terjadi 

beberapa periode dalam pemilihan Kepala 

Desa sebelumnya, dari pihak masyarakat dan 
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perangkat desapun tidak pernah 

mempermasalahkan hal ini dikarenakan 

sudah dianggap hal yang wajar pada setiap 

proses pencalonan Kepala Desa di Desa-desa 

manapun, baik itu pada pemilihan Kepala 

Desa, Presiden dan Wakil Presiden maupun 

Kepala Daerah.  

Sedangkan untuk para tim sukses 

yang paling dekat dari calon Kepala Desa 

yang memenangkan pemilihan Kepala Desa 

pastinya akan mendapatkan posisi khusus 

seperti halnya dijadikan perangkat desa 

walaupun melalui proses pencalonan, tetapi 

peluang untuk menang dalam proses 

pencalonan perangkat desa semakin besar 

dikarenakan menjadi orang dekat Kepala 

Desa yang terpilih.  

Bagi para tim sukses dari calon 

Kepala Desa yang kalah dalam Pemilihan 

Kepala Desa tentunya mendapat resiko 

posisi yang tidak baik dalam struktur 

pemerintahan. Baik sulit mendapatkan 
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kesempatan menduduki jabatan menjadi 

perangkat desa seperti Sekertaris desa, 

Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan lain-lain 

maupun dipersulit dalam hal urusan surat 

menyurat yang membutuhkan persetujuan 

dari desa tersebut. 

2) Sanksi Politik Uang 

Sudah diketahui bersama bahwa 

politik uang sering menjadi ancaman pada 

pemilihan calon pemimpin di negara 

demokratis seperti Indonesia. Keberadaan 

politik uang dapat merusak citra pemilihan 

calon pemimpin secara demokratis dan jujur. 

Di dalam  Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga sudah 

diatur sanksi-sanksi serta denda bagi siapa 

saja yang melakukan praktik politik uang. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) Pasal 149 ayat 1-2, berbunyi :  

1) Barangsiapa pada waktu pemilihan yang 

diadakan menurut undang- undang 
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umum, dengan pemberian atau perjanjian 

memberi suap kepada seseorang supaya 

ia tidak melakukan haknya memilih, atau 

atau supaya ia menjalankan hak itu 

dengan jalan yang tertentu, dihukum 

penjara selama-lamanya sembilan bulan 

atau denda sebanyak-banyaknya Rp 

4.500.  

2) Hukuman itu juga dijatuhkan kepada si 

pemilih, yang menerima suap atau 

perjanjian akan berbuat sesuatu.  

 

Dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pilkada mengatur sanksi 

pidana bagi pihak manapun yang 

menjalankan praktik politik uang dalam 

Pasal 187 poin ayat (1) dan (2), sebagai 

berikut:  

1) Setiap orang yang dengan sengaja 

menjanjikan atau memberikan uang atau 

materi lainnya sebagai imbalan kepada 

Warga Negara Indonesia baik secara 

langsung ataupun tidak langsung untuk 

mempengaruhi pemilih agar tidak 

menggunakan hak pilih, menggunakan 

hak pilih dengan cara tertentu sehingga 

suara menjadi tidak sah, memilih calon 

tertentu, atau tidak memilih calon 

tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) 
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dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan 

paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan 

dan denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah).  

2) Pidana yang sama juga diterapkan 

kepada pemilih yang dengan sengaja   

melakukan perbuatan melawan hukum 

menerima pemberian atau janji 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Walaupun sudah ada aturan yang 

melarang tentang tindak pidana politik uang, 

seakan-akan masyarakat tidak peduli dengan 

aturan tersebut. Termasuk pula masyarakat 

Desa Tellulimpoe yang dalam proses 

pencalonan Kepala Desa diwarnai dengan 

politik uang. 

Padahal sudah jelas bahwa politik uang 

yang terjadi merupakan hal yang berdampak 

negatif dan melanggar hukum di Negara 

Indonesia. Beberapa dampak negatif dari 

politik uang menurut Schaffer (Indra 

Ismawan, 1999) sebagai berikut:  
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1) Terjadinya ketidakadilan risiko dari 

politik uang menyebabkan terpilihnya 

orang yang tidak semestinya dan 

membatasi persaingan.  

2) Terjadinya ketidakmerataan peluang 

jabatan kepada segenap penduduk dan 

risiko didapatkan perwakilan yang 

berkualitas. 

3) Politisi yang dibiayai oleh donator akan 

terpengaruhi oleh kepentingan para 

penyumbang dan akan senantiasa 

dikontrol oleh mereka yang membiayai.  

4) Terjadinya risiko bahwa uang kotor atau 

haram akan merusak sistem dan merusak 

aturan hukum. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Proses Pemilihan Kepala Desa dalam Meraih Suara 

Terbanyak di Desa Tellulimpoe, Kecamatan 

Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Tahun 2022 

diketahui melakukan tindakan memberikan 

sejumlah uang kepada calon pemilih. Hal ini diakui 

oleh Tim sukses dari calon kepala desa dan 

masyarakat (pemilih). Tindakan ini termasuk 

melanggar dalam Pilkades dan ini termasuk dalam 

jual beli suara atau politik uang. Sedangkan salah 

satu calon kepala desa tellulimpoe hanya 

berpartisipasi nama dalam pemilihan kepala desa 

Tellulimpoe. 

2. Dalam perspektif fiqh siyasah, proses pemilihan 

Kepala Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe 

Kabupaten Sinjai sudah termasuk ke dalam unsur-

unsur suap (Risywah) yaitu: (a) Pemberi suap (b) 

Penerima suap (c) suapan (harta, uang atau jasa). Di 

Desa Tellulimpoe, para calon Kepala Desa termasuk 

ke dalam “Pemberi suap”, para calon pemilih 

termasuk “Penerima suap” dan uang atau barang 
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yang diberikan calon Kepala Desa kepada calon 

pemilih termasuk ke dalam “Suapan”. Sedangkan 

dalam perspektif Hukum tata negara, Proses 

Pemilihan Kepala Desa Tellulimpoe Kecamatan 

Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sudah memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno unsur 

tindak pidana yaitu: (a) Perbuatan (b) Yang dilarang 

(oleh aturan hukum) (c) Ancaman pidana (bagi yang 

melanggar hukum). Adanya pemberian uang, barang 

dan fasilitas umum yang dipaparkan pada bab III 

termasuk ke dalam unsur “Perbuatan”. Pemberian 

uang, barang dan fasilitas umum calon Kepala Desa 

Tellulimpoe kepada calon pemilihnya termasuk ke 

dalam unsur “Yang dilarang oleh aturan hukum”. 

Dan melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 

2016 yang mengatur tentang Pilkada pasal 187 ayat 

1 dan 2. 

B. SARAN 

1. Saya berharap pemerintah Desa Tellulimpoe 

seharusnya bersifat bersih dan jujur agar pemilu 

terlaksana secara demokratis dan politik uang tidak 

semakin membudaya 
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2. Saya berharap masyarakat Desa Tellulimpoe lebih 

teliti untuk pemilihan kepala desa agar tidak 

terpengaruh oleh materi karena ini menyangkut 

masa depan desa Tellulimpoe kedepannya. 

3. Saya berharap untuk peneliti selanjutnya mampu 

memperoleh semua unsur masyarakat (informan) 

serta teori-teori yang berkesinambungan, sehingga 

data yang diperoleh lebih valid dan berimbang. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Kontestasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa 

Tellulimpoe 

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai 

(Analisis Perspektif Fiqh Siyasah 

Dan Hukum Tata Negara) 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

I. Badan Permusyawaratan Desa 

Nama    :   

Jenis Kelamin  :  

Alamat    :  

pekerjaan   :  

 

1. Siapa saja yang mencalonkan kepala desa tahun 2022 

dan Apakah mereka asli warga desa Tellulimpoe ?  

2. Siapa saja orang yang menjadi tim sukses dari Muh. 

Amin Maddi, Arfa dan Rudi Tamrin?  

3. Apakah mereka mempunyai hubungan dekat dengan 

para tim sukses?  

4. Apa saja yang dilakukan calon pilkades dalam pada saat 

berkampanye dalam mencari dukungan? 

5. Apakah dalam menjelang pemilihan terdapat 

pelanggaran atau penyimpangan seperti politik uang? 

6. Bagaimana pendapat bapak mengenai praktek politik 

uang dalam pilkades? 

7. Siapa saja panitia Pilkades Tellulimpoe tahun 2022? 

8. apa saja tugas panitia dalam Pilkades? 



 
 

 

9. Apakah yang mendorong masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa ? 

10. Apakah ada yang membedakan proses pilkades didesa 

tellulimpoe dengan desa yang lain (pendapat sendiri)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

INSTRUMEN PENELITIAN 

II. Tim Sukses 

Nama   :   

Jenis Kelamin :  

Alamat   :  

No. Urut   :  

 

1. Bagaimana proses calon kepala desa meraih suara 

terbanyak didalam pilkades? 

2. Apakah benar bapak memberikan uang kepada warga 

yang bapak datangngi? 

3. Apakah uang yang bapak berikan untuk masyarakat 

berasal dari kantong calon kepala desa sendiri atau 

bagaimana pak? 

4. Dalam waktu berkampanye apa yang bapak lakukan 

selaku tim sukses untuk mendapatkan dukungan ? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

III.  Masyarakat Desa Tellulimpoe 

Nama   :   

Jenis Kelamin :  

Alamat   :   

Pekerjaan  : 

 

1. Apakah benar didalam pemilihan kepala desa tahun 

2022 kemaring, ada orang yang mensosialisasikan salah 

satu calon kepala desa di desa tellulimpoe?  

2. Apakah ibu meminta imbalan kepada orang tersebut 

untuk dipilihnya? 

3. Apakah ibu mengambil semua uang yang diberikan 

kepada kedua orang tersebut untuk dipilih calonnya? 

4. Apakah dalam pemberian uang sering terjadi didesa ini? 

 

 

 

 

 

 



 

  

HASIL INSTRUMEN PENELITIAN 

DATA PRIBADI 

Nama    :  Taniruddin 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat    : Dusun Laha-laha Desa 

Tellulimpoe 

pekerjaan   : Ketua Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD)  

Tellulimpoe 

1. Siapa saja yang mencalonkan kepala desa tahun 2022 

dan Apakah mereka asli warga desa Tellulimpoe ?  

Jawab:  

Pada tahun 2022 lalu yang mencalonkan kepala desa 

ada tiga orang yaitu Muh. Amin Maddi dengan nomor 

urut 1, Arfa dengan nomor urut 2 dan Rudi Tamrin  

nomor urut 3. Mereka semua asli warga desa 

tellulimpoe. 

2. Siapa saja orang yang menjadi tim sukses dari Muh. 

Amin Maddi, Arfa dan Rudi Tamrin?  

Jawab:  

Yang menjadi tim sukses bapak  muh. Amin Maddi 

yang saya tau itu bapak Sukri, sedangkan tim sukses 



 
 

 

bapak Arfa yaitu bapak Dahlan, dan bapak Rudi Tamrin 

sendiri tidak memiliki Tim Sukses karena Rudi tamrin 

hanya berpartisipasi nama dalam pilkades. 

3. Apakah mereka mempunyai hubungan dekat dengan 

para tim sukses?  

Jawab: 

Yaa pasti mereka memiliki hubungan baik dan para 

calon kemungkinan besar melihat keahlian  dari masing-

masing tim sukses dari segi misalnya mengambil suara, 

efeknya di masyarakat, dan kepatuhannya terhadap 

calon yang didukungnya. 

4. Apa saja yang dilakukan calon pilkades dalam pada saat 

berkampanye dalam mencari dukungan? 

Kampanye di desa Tellulimpoe dilakukan dengan turun 

langsung ke masing-masing lingkungan, jadi calon 

waktu itu memanfaatkan dengan membentuk forum 

memburu babi secara bergantian setiap hari minggu di 

dusung-dusung, dan memperketak keamanan 

masyarakat dari penculikan sapi. Kampanye juga 

dengan menggunakan foto calon yang disebar di 

masing-masing RT sesuai dengan nomor urut  dalam 



 

  

ukuran besar lengkap dengan janji-janji politik. Proses 

ini dilakukan oleh tiap calon kepala desa waktu itu. 

5. Apakah dalam menjelang pemilihan terdapat 

pelanggaran atau penyimpangan seperti politik uang? 

Jawab: 

pelanggaran seperti politik uang sudah tak asing lagi 

bagi warga desa disini setiap ada pemilihan-pemilihan. 

6. Bagaimana pendapat bapak mengenai praktek politik 

uang dalam pilkades? 

Jawab: 

Menangnya calon Kepala Desa tidak hanya dipengaruhi 

oleh banyaknya uang yang dikeluarkan untuk para 

pemilih, hal itu juga dipengaruhi oleh lincah tidaknya 

tim sukses para calon. Terkadang seorang pemilih 

sama-sama menerima uang dari para calon, akan tetapi 

belum tentu pemilih tersebut berpihak ke calon yang 

memberi imbalan lebih tinggi. Ia sama-sama menerima 

imbalannya tetapi tetap mendukung orang yang 

dipercayainya meskipun imbalannya lebih rendah. 

Baginya yang penting uang sama-sama diterima dan 

tidak akan ada orang yang mengetahui siapa calon yang 

akan dipilihnya”. 



 
 

 

7. Siapa saja panitia Pilkades Tellulimpoe tahun 2022? 

Jawab: 

Pengurus Lembaga masyarakat/LPM, Perangkat Desa 

dan tokoh masyarakat 

8. apa saja tugas panitia dalam Pilkades? 

Jawab :  

a. Merencanakan,Mengordinasikan,menyelenggarakan

, mengawasi dan mengendalikan semua Tahapan, 

Pemilihan Pilkades,  

b. Merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan 

Pilkades,  

c. Melakukan Pendaftaran dan Penetapan Pemilih,  

d. Mengadakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal 

Calon,  

e. Menetapkan Calon yang telah memenuhi 

Persyaratan,  

f. Menetapkan tata cara Pelaksanaan Pemilih,  

g. Menetapkan tata cara Pelaksanaan Kampanye,  

h. Memfasilitasi Penyediaan Peralatan, Perlengkapan 

dan Tempat Pemungutan Suara,  

i. Melaksanakan Pemungutan Suara,  



 

  

j. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara 

dan Mengumumkan Hasil Pemilihan,  

k. Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih,  

l. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 

Pemilih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA 

DATA PRIBADI 

Nama    :  Sudarman 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat    :Dusun Laha-laha Desa 

Tellulimpoe 

No Urut   : Tim Sukses no. 01 

 

1. Bagaimana proses calon kepala desa meraih suara 

terbanyak didalam pilkades? 

Jawab :  

“Muh Amin Maddi  menjalin hubungan baik dengan 

masyarakat setempat dengan cara melakukan kunjungan 

kepada setiap warga yang malakukan beberapa acara 

(mappobotting) atau acara lainnya segaligus 

memberitahukan visi misi yang akan dijalankan nanti 

apabila dia yang terpilih dalam pemilihan kepala desa. 

Selain itu, kami selaku tim sukses juga meminta 

bantuan kepada kepala dusun mencari dukungan dengan 

mendatangi tetangga terdekat dan ketua RT di 

lingkungannya. Intinya cara kami mencari massa yaitu 

bapak muh. Amin maddi terjun langsung kemasyarakat 



 

  

bersosialisasi dan tim sukses meminta kepala dusun 

untuk membantu mencari dukungan dari masyarakat.” 

2. Apakah benar bapak memberikan uang kepada warga 

yang bapak datangngi? 

Jawab: 

Pemberian uang di desa memang sudah wajar terjadi 

juga di periode sebelumnya, ini tidak hanya dilakukan 

oleh salah satu calon saja tapi semua calon juga 

melakukan hal ini, karna ini juga sebagai tanda 

terimakasih dan membuat masyarakat senang. Jika 

sebelum mencalonkan diri tidak mengeluarkan uang 

sepeserpun sudah pasti nanti masyarakat kemungkinan 

kecil sekali untuk memilihnya 

3. Apakah uang yang bapak berikan untuk masyarakat 

berasal dari kantong calon kepala desa sendiri atau 

bagaimana pak? 

Jawab:  

Uang itu berasal  dari Bapak Muh. Amin Maddi yang 

diberikan kepada masyarakat berasal dari kantong 

sendiri. Apalagi waktu itu dia mencalonkan diri untuk 

ketiga periode, jelas sekali dia punya modal untuk 

membeli banyak suara. jadi tidak heran jika dia menang 



 
 

 

dalam pemilihan itu meskipun sudah diprediksikan 

suara lebih banyak kepada Bapak Arfa tapi karena 

Bapak Muh. Amin Maddi bisa memberi uang lebih 

banyak kepada masyarakat maka tidak heran jika dia 

bisa membeli suara dari Bapak Arfa. 

4. Dalam waktu berkampanye apa yang bapak lakukan 

selaku tim sukses untuk mendapatkan dukungan ? 

Jawab: 

Dalam berkampanye di desa Tellulimpoe kami tim 

sukses turun langsung ke masing-masing lingkungan, 

jadi muh. Amin maddi waktu itu memanfaatkan dengan 

membentuk forum memburu babi secara bergantian 

setiap hari minggu di dusung-dusung, dan memperketak 

keamanan masyarakat dari penculikan sapi. Kampanye 

juga dengan menggunakan foto calon yang disebar di 

masing-masing RT sesuai dengan nomor urut  dalam 

ukuran besar lengkap dengan janji-janji politik. Proses 

itulah yang kami lakukan. 

 

 

 



 

  

DESKRIPSI HASIL WAWANCARA 

DATA PRIBADI 

Nama    : Sumarni 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat    : Dusun Koro Desa Tellulimpoe 

Pekerjaan   : Petani  

1. Apakah benar didalam pemilihan kepala desa tahun 

2022 kemaring, ada orang yang mensosialisasikan salah 

satu calon kepala desa di desa tellulimpoe?  

Jawab:  

Benar kmring itu ada dua orang yang berbeda datang 

dirumah memberitahukan nama calon kepala desa yaitu  

nmor urut 1 muh amin maddi dan nomor urut 2 arfa 

untuk dipilih. Mereka menjelaskan apa-apa kedepannya 

yang akan dilakukan calon kepala desa ketika terpilih 

dalam pilkades. 

2. Apakah ibu meminta imbalan kepada orang tersebut 

untuk dipilihnya? 

Jawab: 

Saya tidak minta imbalan untuk memilih calon kepala 

desa, meskipun saya tidak dikasih uang pasti saya tetap 

mencoblos karna itu sudah kewajiban tapi sesuai dengan 

hati saya siapa yang akan saya coblos. Tapi mereka 

ngasih uang ke saya, saya terima uang itu. Siapa yang 

tidak mau kalau dikasih uang pasti mau. Saya dibujuk 



 
 

 

dan diberikan Amplop berupa uang. Tapi kalau saya 

akan memilih kepada calon yang memberikan 

keamanan pasti kepada saya dan lingkungan sekitarku 

agar ternak sapi kami aman terhadap penculikan 

3. Apakah ibu mengambil semua uang yang diberikan 

kepada kedua orang tersebut untuk dipilih calonnya? 

Jawab: 

Jika ada yang ngasih kami uang atau barang maka tidak 

bagus untuk ditolak karena dia akan tersinggung 

terutama orang dekat, nanti sedih, jadi saya ambil saja 

uangnya, terus kami di rumah membagikan suara kami, 

sebagian ke no 1 dan sebagian lagi no 2 karena tidak 

enak juga kita dikasih nya uang sama barang tidak 

mungkin kita tidak memilihnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DOKUMENTASI 

 

 

  

 

 

Gambar 2 

Wawancara dengan bapak Taniruddin (ketua BPD Tellulimpoe) 

Pada tanggal 26 Mei 2023 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Wawancara dengan bapak Sudarman, S.Pd. (Tim Sukses 

Pilkades Tahun 2022) 

Pada tanggal 26 Mei 2023 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Wawancara dengan bapak Sukr i (Tim Sukses Pilkades Tahun 

2022) Pada tanggal 01 Juni 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Wawancara dengan bapak dan Ibu Sumarni (Warga Desa 

Tellulimpoe) Pada tanggal 02 Juni 2023) 
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Nama    : Sutra 

Nim    : 190307050 

Tempat Tgl Lahir  : Sinjai, 03 Oktober 2000 

Alamat   : Dusun Lembang Saukang, Kel. 

Mannanti, Kec. Tellulimpoe,  

Kab. Sinjai. 

Riwayat Pendidikan: 

1. SD/MI  : SD Negeri 200 Aholaie 

2. SMP/MTS  : SMP Negeri 5 Sinjai 

3. SMU/MA   : SMA Negeri 9 Sinjai 

4. S1    : Universitas Islam Ahmad Dahlan 

(UIAD) Sinjai 

Handphone   : 082188039043 

Email    : Yuteraa1003@gmail. Com 

Nama Orang Tua: 

Ayah    : Hudering 

Ibu    : Humrah 
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